




TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN 
 







ANDI SATRIA AGUNG P 












TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN 
 




ANDI SATRIA AGUNG P 




Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
Departemen Hukum Pidana 


















Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: 
Nama   : Andi Satria Agung P  
No. Pokok  : B 111 13 389 
Departemen : Hukum Pidana 
Judul  :TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA 
  KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM 
  JABATAN 
 
 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus 
 TPK/2015/PN MKS) 
 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Makassar, April 2017 
 





Prof. Dr. H.M. Said Karim,S.H.,M.H.,M.Si 
   NIP : 19620711 198703 1 001 
Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. 
    NIP : 19671010 1992022 002 
 
iv 




ANDI SATRIA AGUNG P (B11113389), Tinjauan Yuridis tentang 
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan 
(Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS), di 
bawah bimbingan M. Said Karim selaku pembimbing I dan Nur Azisa 
selaku pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Tindak 
Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan pada 
Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS.  
Lokasi Penelitian pada Kota Makassar, khususnya pada 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 
dengan melakukan wawancara hakim serta melakukan studi kepustakaan 
dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam 
skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Penerapan hukum pidana 
materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor: 
34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS telah sesuai karena telah terbukti 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua 
sebagaimana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 
2001. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 
2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh uang 
atau harta benda. Kemudian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat diterapkan 
karena terwujudnya tindak pidana disebabkan perbuatan terdakwa 
dilakukan secara bersama-sama. (2)Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam putusan nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN 
MKS telah sesuai karena hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan 
terdakwa merupakan menyalahgunakan wewenangnya, sehingga 
berakibat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain 
dan suatu korporasi. Hakim juga mempertimbangkan aspek yuridis yaitu 
berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 
Serta aspek non yuridis, yaitu hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 
tahun 2 bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000 subsidair pidana 
kurungan 1 bulan. 
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1. Latar Belakang Masalah 
Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia 
berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan atas 
kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia 
adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin 
semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualianya.1 
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang 
boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak 
dituju bukan saja orang yang nyata-nyatanya berbuat melawan 
hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, 
dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut 
hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah 
satu bentuk penegakan hukum. 
Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam 
kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan 
                                                 
1Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial 
negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana 
yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat 
dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini 
bukan hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan 
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. 
Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian 
yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.  Fenomena ini 
dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh 
berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, 
tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan 
masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga 
politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena 
lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi 
merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan 
makmur. 
Selama ini korupsi lebih banyak maklumi oleh berbagai pihak 
daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah 
salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai 
kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara, 
perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagainya, 
yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk 
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ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat 
dari banyak diputusbebasnya terdakwa yang tidak sebanding dengan 
apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan Negara dan 
menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-
menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan 
dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-
undangan oleh warga Negara. Perasaan tersebut memang telah 
terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari 
banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri 
kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan 
mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, 
peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di 
Indonesia.2 
Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai 
pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu 
Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah 
tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum 
dalammasyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
                                                 
2 Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1. 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi 
melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.3 
Korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat melainkan juga 
terjadi di daerah–daerah. Korupsi juga tidak mengenal profesi. Salah 
satu permasalahan korupsi adalah kasus korupsi di daerah Kabupaten 
Bulukumba, Sulawesi Selatan yang melibatkan Kepala Bidang 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba yaitu Bapak H.Muhammad Alwi, SKM,M Kes 
bin Sanusi. yang mengkorupsi dana sehingga menimbulkan kerugian 
negara sebesar Rp. 4.321.766.400,- . 
Pada putusan Nomor 34/Pid.SUS-TPK/2015/PN MKS Penuntut 
Umum dalam perkara ini menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa 
terdakwa H. Muhammad Alwi, SKM, M.Kes bin Sanusi secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
                                                 
3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan 
alternatif kedua.4 
Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Muhammad Alwi, 
SKM, M.Kes dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 
(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar 
RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan 
kurungan. 
 Penanganan kasus tersebut di PengadilanNegeri Bulukumba 
hingga ke Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan uraian latar 
belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 
hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: 
“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi 
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan. (Penelitian Di 
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri, Makassar.” 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
timbul adalah sebagai berikut: 
                                                 
4 Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan 
pada Perkara Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS?   
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang 
dalam jabatan pada Perkara Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-
TPK/2015/PN MKS?  
 
3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitianyang ingin dicapai oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pada 
materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan 
wewenang dalam jabatan pada Perkara Putusan Nomor 
34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS.   
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan tehadap pelaku tindak pidana korupsi 
penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Perkara Putusan 
Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS. 
 
4. Manfaat Penelitian 
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan 
dengan hukum pidana yang dikaji. Yaitu tindak pidana korupsi 
penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pegawai 
Negeri Sipil terkhususnya Kepala Bidang Pengendalian Penyakit 
dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan.  
2. menjadi referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut 
untuk memecahkan masalah terkait bagi rekan-rekan mahasiswa 
fakultas hukum dan kalangan lain yang berminat. Serta untuk 
menambah khasanah perpustakaan fakultas hukum Universitas 
Hasanuddin.  
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat 
















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak 
pidana sebagai istilah "Strafbaar Feit".Sedangkan dalam perundang-
undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa 
pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud 
diatas, maka pembentuk Undang-undang sekarang sudah konsisten 
dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana 
hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. 
Adapun pendapat itu diketemukan oleh beberapa pakar, yang dalam 
urainnya adalah sebagai berikut : 
1. Simons 
 Merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum 
yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat 




                                                 
5Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGarfindo Persada, Jakarta, 
2012, Hlm 75. 
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2. W.P.J. Pompe  
 Perkataan straafbaarfeit secara teoretis dapat dirumuskan sebagai 
suatu : “Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum 
yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah 
penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum.” 
Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai 
hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat 
secara teoretis. Perbedaan antara hukum positif dengan teori adalah 
semu. Oleh karena itu, yang terpenting dalam teori itu adalah tidak 
seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar 
melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk schuld, yakni 
dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Adapun hukum kita juga 
mengenal adanya schuld tanpa adanya suatu wederrechtelijk heid. 
 Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah  
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 
melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan 
delik (an objective of penol provision), namun hal tersebut belum 
memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih 
perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu 
mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective built). Disini berlaku 
“tiada  pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld dan geen 
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straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa). Culpa di sini dalam 
arti luas, meliputi juga kesengajaan.6 
3. Moeljatno 
 “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang 
mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang sama siapa 
yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam 
pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada 
perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang 
yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus 
ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan 
dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum 
(syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam 
Pasal 1 ayat (1) KUHP.7 
4. H.J. Van Schravendijk 
 Merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan 
orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga 
kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang 
yang karena itu dapat dipersalahkan. 
 
 
                                                 
6 Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6. 
7Ibid, Hlm 7. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a) Ada Perbuatan   
 Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia 
(actus reus) terdiri atas:   
1) (commision/act) yang dapat diartikan sebagai melakukan  
  perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau  
  sebagain pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan   
  (aktif/positif). 
2) (ommision), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan  
  perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau  
  sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif). 
 Pada dasarnya bukan hanya berbuat (commisio/act) orang dapat 
diancam pidana melainkan (ommision) juga dapat diancam pidana, 
karena commision/act maupun ommision merupakanperbuatan yang 
melanggar hukum.  
 Untuk lebih jelasnya baik commision/act maupun ommision akan 
penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal 
yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:  
 Ommision/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai 
perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 
362 KUHP yang rumusannya antara lain: 
“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki 
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barang itu dengan melawan hak , dihukum, karena pencurian, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 900”8 
 ommision, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau 
perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau 
membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang  
rumusannya antara lain: 
 “barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud 
hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak 
memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik 
kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum 
penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500”9 
b) Ada Sifat Melawan Hukum  
 Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu  
menimbulkan tiga pandapat tentang arti dari “melawan hukum” ini  
yaitu diartikan:  
Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);  
Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;  
Ke-3 : Tanpa hak.2110 
 Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:   
                                                 
8 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politea, 1995, hlm 249. 
9 Ibid, hlm 141. 
10 Wirjono Prodjodikoro,Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia, Cetakan Ketiga, 
Bandung, Refka Aditama, 2010, hlm 2. 
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“menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan 
hanya dapat dipandang sebagai bersifat Wederrechtelijk apabila 
perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam 
rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran 
Wederrechtelijk dalam arti meteriil, apakah suatu perbuatan itu dapat 
dipandang sebagai Wederrechtelijk atau tidak, masalahnya buka harus 
ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau 
menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.11 
 Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat 
perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni: 
1) Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk). 
 Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat 
melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-
undang, kecuali diadakan pengecualian pengecualian yang telah 
ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum 
berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-
undang.12 
2) Sifat melawan hukum materill (materiel wedderrchtelijk).  
 Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini 
yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum 
                                                 
11 P.A.F.Lamintang, Op.Cit, hlm 445. 
12 Amir Ilyas, Op.Cit. hlm 53. 
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yang tertulis), tatapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-
kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.13 
 Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak 
pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam 
suatu pasal adalah sifat melawan hukum (wederrechtelijk) baik secara 
eksplisit maupun emplisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya 
sifat melawan hukum yang eksplisit maupun emplisit dalam suatu 
pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi 
bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu 
tindak pidana agar si pelaku atau si terdakawa dapat dilakukan 
penuntututan dan pembuktian didepan pengadilan.14 
 Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan 
perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang 
tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga 
tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 
KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang 
normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah 
melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua 
kaidah-kaidah sosial dan agama.15 
 Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat 
rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-
pasal berikut ini:  
                                                 
13 Ibid. 
14 Teguh Prasetyo, Op.Cit. hlm 69. 
15 Zainal Abidin Farid, Op.Cit, hlm 240. 
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1) Pasal 167 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:  
“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan 
memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau 
pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu 
dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu 
atas permintaan orang yang berhak atau  atas nama orang yang 
berhak,  dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”16 
2) Pasal 333, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:  
“(1) barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas 
kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan 
melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”17 
3) Pasal 406, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:  
“(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak 
membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai 
lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali 
atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500. ”18 
Dalam ketiga pasal di atas, dirumuskan dengan jelas unsur 
melawan hukum, akan tetapi ada juga pasal dalam KUHP yang 
                                                 
16 R Soesilo, Op.Cit, hlm 14. 
17 Ibid, hlm 237. 
18 Ibid, hlm 278. 
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tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusan tindak 
pidana, antara lain:  
1) Pasal 281 KUHP, yang menentukan bahwa antara lain sebagai 
 berikut:  
“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 
delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.“(1) 
barang siapa dengan sengaja merusak kesusilan di depan umum”.19 
2) Pasal 351 KUHP, yang berbunya antara lain sebagai berikut:  
“(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500”20 
 Dalam beberapa pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum  
dikarenakan para pembentuk undang-undang menganggap unsur  
tersebut sudah jelas jadi tidak perlu lagi dimuat dalam rumusan  
KUHP. 
c) Tidak Ada Alasan Pembenar  
1) Daya Paksa Absolute  
Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa Absolutte sebagai 
berikut:  
“Daya paksa absolute adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan 
dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”21 
                                                 
19 Ibid, hlm 204. 
20 Ibid, hlm 244. 
21 Leden Marpaung, Op.Cit, hlm 55. 
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Daya paksa (overmacht), telah diatur oleh pembentuk undang-undang 
di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:  
“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu 
perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”  
Teks asli pasal tersebut yaitu:   
“Niet strafbaar is hij die een feit begaat wartoc hij door overmacht is 
gedrongen” 
 Daya paksa (Overmacht), dapat terjadi pada peristiwa berikut:  
a) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;  
b) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis; 
c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya 
disebut Nothstand, Noodtoestand atau sebagai etat de necessite, 
yaitu suatu keadaan di mana terdapat:  
a. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan 
kewajiban hukum  yang lain.  
b. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan 
suatu kepentingan hukum.  
c. Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu 
dengan kepentingan hukum yang lain.22 
d) Pembelaan Terpaksa  
 Pembelaan terpaksa (noodwear) dirumuskan di dalam KUHP Pasal 
49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:  
                                                 
22 P.A.F.Lamintang, Op.Cit, hlm 428. 
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“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukanya, 
untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan 
kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, 
dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera 
pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”23 
 Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok  
pembelaan terpaksa  yaitu:  
1) Harus ada serangan  
Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagi 
berikut:  
a. Serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba;  
b. Serangan itu harus melawan hukum.  
2) Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan.  
 Menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:  
1) Harus merupakan pembelaan terpaksa; (Dalam hal ini, tidak 
ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindarkan 
serangan itu).  
2) Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal;  
   Hal ini dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan   
   kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum 
   yang dikorbankan. 
3) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau  
                                                 
23 R soesilo,Op.Cit, hlm 64. 
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   orang lain, perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain,  
   benda kepunyaan sendiri atau orang lain.24 
e) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang Pasal 50 KUHP 
menyatakan bahwa:  
“barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan 
Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.”25 
Melihat uraian di atas diperlukan pemahaman yang seksama 
tentang:  
a) Pengertian peraturan perundang-undangan;  
 Dahulu Hoge raad menafsirkan undang-undang dalam arti 
 sempit yaitu undang-undang saja, yang dibuat pemerintah 
 bersama-sama DPR. Hoge raad menafsirkan peraturan 
 perundangan dalam arrestnya tanggal 26 juni 1899, W7303, 
 sebagai berikut:  
 “peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang  
 telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud 
 tersebut menurut undang-undang.”   
b) Melakukan perbuatan tertentu  
 Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan adalah 
 sebagai berikut:  
                                                 
24 Leden Marpaung, Op.Cit, hlm 60-61. 
25 R soesilo,Op.Cit, hlm 66. 
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 “Walaupun cara pelaksanaan kewenangan undang-undang 
 tidak diatur tegas dalam undang-undang, namun cara itu harus 
 seimbang dan patut.”26 
c) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah  
 Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi 
 sebagai berikut:  
 “Tiada boleh dihukum barang siapa  yang melakukan 
 perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang 
 diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.”27 
 Sathocid kartanegara mengutarakan bahwa:   
 “pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak 
 boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah.”28 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
 Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu 
atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan 
kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang 
diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak 
pidana.KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) 
kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing 
menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.29 
                                                 
26 Leden Marpaung, Op.Cit, hlm 68. 
27 R soesilo,Op.Cit, hlm 66. 
28 Leden Marpaung,Op.Cit. 
29 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, hal. 28. 
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1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini 
dapat diketahui  dari ancaman pidana pada pelanggaran ada 
yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana 
kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman 
pidana penjara.  
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
 formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah 
 tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga
 memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah 
 melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana 
 formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya
 suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian 
 tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak 
 pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh 
 karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah 
 yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.  
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
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unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja 
adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung 
culpa.  
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi 
dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak 
pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa 
perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk 
mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh 
orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang 
dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak 
pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan 
tindak pidana pasif yang tidak murni.Tindak pidana pasif murni 
adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak 
pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya 
adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana 
pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya 
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara 
tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu 
akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau 
mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.  
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi 
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dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung-
terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu 
seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende 
delicten. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu 
berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak 
pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut 
dengan voordurende delicten. Tindak pidana ini juga dapat 
disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan 
yang terlarang. 
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah 
semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai 
kodifikasi  hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). 
Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak 
pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.  
7. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan 
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yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang 
yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada 
kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran). 
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 
pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari 
yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana 
yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu 
adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. 
Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat 
ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :  
1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
 dapat juga disebut dengan bentuk standar;  
2. Dalam bentuk yang diperberat;  
3. Dalam bentuk ringan.   
 Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, 
pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingantidak mengulang 
kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut 
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kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian 
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau 
meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat 
atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk 
tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih 
berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.  
B. Beberapa Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana 
Korupsi 
1. TAP MPR:TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang 
penyelenggaraan Negara yang bebas KKN 
2. Undang-Undang : 
1) Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan 
Tidak pidana Korupsi. 
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Anti Korupsi. 
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan 
Korupsi. Telah diperbaharui menjadi UU No 20 Tahun 2001. 
4) Undang-Undang Nomor  11 Tahun 1980 tentang Anti Suap. 
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dari KKN. 
6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 
2003. 
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7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan 
Timbal Balik Masalah pidana. 
8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. 
3. Peraturan Pemerintah: 
1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran 
serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 
2) PP No 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
4. INPRES (Instruksi Presiden): 
1) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan 
pemberantasan korupsi. 
2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971, tentang koordinasi 
pemberantasan uang palsu. 
5. KEPPRES (Keputusan Presiden) 
1) Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 Tentang Tim 




6. SURAT EDARAN: 
1) Surat edaran Jaksa Agung tentang percepatan penanganan 
kasus korupsi tahun 2004. 
2) Surat edaran Dirtipikor Mabes Polri tentang pengutamaan 
penanganan kasus korupsi. 
3) Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim 
Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Tahun 
2000. 
4) Keputusan Bersama KPK-Kejaksaan Agung dalam Kerjasama 
Pemberantasan korupsi. 
7. Konvensi InternasionalUnited Nations Conventions Agains 
Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Korupsi). 
8. Naskah Uji Material Undang-Undang Korupsi yang diputuskan 
oleh Mahkamah Konstitusi. 
9. Perkara No. 003/PUU-IV/2006 yang menguji UU No. 31/1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan pemohon Dawud Djatmijko. 
10. Perkara No. 10/PUU-IV/2006 yang menguji UU No. 30/2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 
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KPK) dengan pemohon MHI dengan putusan tidak dapat 
diterima. 
11. Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK (Tim 
Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Tahun 2001. 
12. Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK (Tim 
Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).30 
C. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
 Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No.31 Tahun 1999, 
Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan 
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 
tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling 
banyak 1 miliar rupiah.31 
Dalam Ensikopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin: 
corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para 
pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan 
                                                 
30http://investigationcorruptionwatch.blogspot.co.id/2009/10/peraturan-perundang-
undangan-terkait.html. Diakses pada tanggal 25 Januari 2017, pukul 21.20 WITA. 
31Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. 
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terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. 
Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa: 
a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, 
dan ketidakjujuran.32 
b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan 
uang sogok, dan sebagainya.33 
c) 1. Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; 
memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan 
sebagainya); 
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, 
penetimaan uang sogok, dan sebagainya); 
3. Koruptor (orang yang korupsi).34 
 Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan 
merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan 
menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-
segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau 
aparatur pemerintah, penyelewangan dalam kekuasaan dalam jabatan 
karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan 
keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan 
jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan 
bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. 
                                                 
32S.Wojowaito-W.J.S Poerwadarminta, Kamus Lengap Inggris-Indonesia, Indonesia-
Inggris, Hasta, Bandung. 
33W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bhasa Indonesia, Balai Pustaka, 1976. 
34Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bhasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta. 
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1. Korupsi, penyelewangan atau penggelapan (uang Negara 
atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan 
pribadi dan orang lain. 
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang 
yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui 
kekuasannya untuk kepentingan pribadi). 
  Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, 
yang dimaksud curruptie adalah korupsi; perbuatan curang; tindak 
pidana yang merugikan keuangan Negara. 
 Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, 
menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang 
menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan 
manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang 
kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi  yang 
dikemukakan antara lain berbunyi, financial manipulations and deliction 
injurious to the economy are often labeded corrupt (manipulasi dan 
keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian 
sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan 
the term is often applied also to misjudgements by officials in the public 
economies (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan 
ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian 
umum). Dikatakan pula, disguised payment in the form of gifts, legal 
fees, employment, favors to relatives, social influence, or any 
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relationship that sacrifies the public and welfare, with or without the 
implied payment of money, is usually considered corrupt (pembayaran 
terselubung dalam bentuk pemberi hadiah, ongkos administrasi, 
pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh 
kedudukan social, atau hubungan apa saja yang merugikan 
kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa 
pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia 
menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan political 
corruption (korupsi politik) adalah electoral corruption includes 
purchase of vote with money, promises of office or special favors, 
coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial 
decision, or governmental appointment (korupsi pada penelitian umum, 
termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau 
hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap 
kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan 
suara dengan legislative, keputusan administrasi, atau keputusan yang 
menyangkut pemerintahan).35 
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 
 
 Secara garis besar perbuatan terlarang dalam  UU No. 31 Tahun 
1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak 
pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana 
korupsi. 
                                                 
35Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8-
10. 
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 Bentuk pokok dan yang paling familiar dari tindak pidana  korupsi 
adalah apa yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 
Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 :  
 Kualifikasi pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang yang 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 
 Kualifikasi dalam pasal 3 adalah setiap orang yang dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara.  
Secara normatif, tidak hanya dua hal diatas yang dinamakan 
sebagai tindak pidana korupsi, secara general tipe perbuatan yang 
terkualifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah : 
1. Perbuatan suap-menyuap yang dilakukan oleh dan kepada 
pegawai negeri/penyelenggara Negara, hakim, advokat : 
 Pasal 5 ayat (1) huruf a; 
 Pasal 5 ayat (1) huruf b; 
 Pasal 13; 
 Pasal 5 ayat (2); 
 Pasal 12 huruf a; 
33 
 Pasal 12 huruf b; 
 Pasal 11; 
 Pasal 6 ayat (1) huruf a; 
 Pasal 6 ayat (1) huruf b; 
 Pasal 6 ayat (2); 
 Pasal 12 huruf c; 
 Pasal 12 huruf d; 
2. Perbuatan penggelapan/pemalsuan/pengrusakan dalam 
jabatan : 
 Pasal 8; 
 Pasal 9; 
 Pasal 10 huruf a; 
 Pasal 10 huruf b; 
 Pasal 10 huruf c; 
3. Perbuatan pemerasan oleh pegawai negeri atau 
penyelenggara Negara : 
 Pasal 12 huruf e; 
 Pasal 12 huruf g; 
 Pasal 12 huruf f; 
4. Perbuatan curang dalam pembangunan, penyerahan 
barang, penggunaan tanah : 
 Pasal 7 ayat (1) huruf a; 
 Pasal 7 ayat (1) huruf b; 
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 Pasal 7 ayat (1) huruf c; 
 Pasal 7 ayat (1) huruf d; 
 Pasal 7 ayat (2); 
 Pasal 12 huruf h; 
5. Perbuatan curang dalam pemborongan, pengadaan, atau 
persewaan; 
 Pasal 12 huruf I; 
6. Perbuatan pemberian uang, barang, rabat (discount), 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, 
dan fasilitas lainnya kepada penyelenggara Negara karena 
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 
dengan kewajiban atau tugasnya (gratifikasi) : 
 Pasal 12 huruf B jo pasal 12 huruf C 
Sedangkan tindak pidana yang berkaitan dengan tidak pidana 
korupsi adalah : 
1. Merintangi pemeriksaan perkara korupsi : 
 Pasal 21 
2. Tidak member keterangan atau member keterangan yang 
tidak benar dalam perkara korupsi : 
 Pasal 22 jo pasal 28 
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening 
tersangka perkara korupsi 
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 Pasal 22 jo pasal 29 
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau 
memberikan  keterangan palsu : 
 Pasal 22 jo pasal 35 
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan 
keterangan atau memberikan keterangan palsu : 
 Pasal 22 jo pasal 36 
6. Saksi yang membuka identitas pelopor perkara tindak 
pidana korupsi : 
 Pasal 24 jo pasal 31 
Sedangkan Mulyadi membagi tindak pidana korupsi menjadi 5 
(lima) tipe yakni : 
1. Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam 
ketentuan pasal 2. 
2. Pengertian korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 
3. 
3. Pengertian korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan 
pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13. Apabila dikelompokkan, korupsi 
tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4 (empat) pengelompokkan, 
yaitu : 
 Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni 
pasal 209, pasal 210, pasal 418, pasal 419, dan 
pasal 420 KUHP; 
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 Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, 
yakni pasal 415, 416 dan pasal 417 KUHP; 
 Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan 
(Knevelarji, Exortion), yakni pasal 423, dan 425 
KUHP; 
 Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan 
pemborongan, leveransir dan rekanan, yakni pasal 
387, 388, dan 435 KUHP. 
4. Pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi 
percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat serta 
pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya 
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang luar 
wilayah Indonesia (pasal 15 dan pasal 16). 
5. Pengertian korupsi tipe kelima ini bukanlah bersifat murni 
tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang 
berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai mana 
diatur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. 
Atau untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana 
korupsi murni adalah : 
1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat 
merugikan keuangan Negara adalah korupsi [pasal 2 ayat 
(1)]; 
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2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri 
sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara adalah 
korupsi (pasal 3); 
3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (pasal 5 ayat (1) 
huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b; 
4. Member hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya 
adalah korupsi (pasal 13); 
5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 
ayat (2), pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b); 
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan 
dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11); 
7. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat (1) huruf a); 
8. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat (1) huruf b); 
9. Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi [pasal 6 
ayat (2)]; 
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c); 
11. Advokat menerima suap korupsi (pasal 12 huruf d); 
12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan 
penggelapan adalah korupsi (pasal 8); 
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan 
administrasi adalah korupsi (pasal 9); 
14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 
huruf a); 
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15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti 
adalah korupsi (pasal 10 huruf b); 
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah 
korupsi (pasal 10 huruf c); 
17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, 
pasal 12 huruf g); 
18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah 
korupsi (pasal 12 huruf f); 
19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat (1) 
huruf a); 
20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah 
korupsi (pasal 7 ayat (1) huruf b); 
21. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 
ayat (1) huruf c); 
22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang 
adalah korupsi (pasal 7 ayat (1) huruf d); 
23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang 
adalah korupsi [pasal 7 ayat (2)]; 
24. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga 
merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h); 
25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang 
diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i); 
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26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK 
adalah korupsi (pasal 12 B) (Komisi Pemberantasan 
Korupsi, 2006 : 9-79).36 
 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 
Dalam Pasal (2) dan Pasal (3) Undang-undang 
PemberantasanTindak Pidana Korupsi tentang kerugian keuangan 
negara disebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:  
1. Melawan hukum  
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi 
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
Negara   
 
Sedangkan dalam ketentuan Pasal (3) Undang-undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yaitu:   
1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi 
2. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan 
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian Negara.    
Persamaan kedua Pasal tersebut diatas adalah, terletak pada 
dicantumkannya unsur,”dapat merugikan keuangan Negara atau 
                                                 
36Guse PrayudimS.H, 2010, Tindak Pidana Korupsi, Pustaka Pena, Yogyakarta. Hlm 6-
12. 
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perekonomian negara”. Rumusan Pasal 2 : mensyaratkan adanya 
pembuktian unsur “melawan hukum” sebagai sarana untuk 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga 
negara dirugikan. Pengertian unsur, “melawan hukum” di dalam 
Pasal 2 harus dijelaskan dengan merujuk kepada beberapa 
yurisprudensi Mahkamah Agung RI sejak tahun 1966 (kasus 
Machroes Effendi ) dan tahun 1977 (kasus Ir.Otjo)37dengan 
penerapan unsur melawan hukum materiel dengan fungsi yang 
negatif, sebagai alasan penghapus tindak pidana di luar undang-
undang; tahun 1983 (kasus Raden Sonson Natalegawa), dengan 
penerapan unsur melawan hukum dengan fungsi positif, yang 
menegaskan perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas-asas  
kepatutan dan kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat. 
menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana.  
  Kemudian perbedaan dari kedua Pasal tersebut diatas 
terletak pada dicantumkannya unsur ‟menyalahgunakan 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan‟. Rumusan Pasal 3 mensyaratkan adanya pembuktian 
penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada karena 
jabatannya. Yang mengakibatkan Negara dirugikan. 
 
 
                                                 
37 http://www.scribd.com.Tindak pidana korupsi di Indonesia,.diakses tanggal 19 Januari 
2017, pukul 20.00 WITA. 
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4. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 
 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
PegawaiASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
denganperjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.38 
 Sesuai dengan lingkup struktural pemerintah Negara Indonesia 
sebagai salah satu organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat 
dibagi atas beberapa jenis pegawai sebagai sumber daya manusia 
dari pemerintah Negara Indonesia, termasuk pegawai negeri sipil 
sebagai bagian dari pegawai negeri. Definisi pegawai negeri sipil pun 
tidak dapat dipisahkan dari pengertian pegawai negeri itu sendiri.39 
 Dari segi tata bahasa kepegawaian mempunyai asal kata pegawai, 
yang diberi awalan dan akhiran sehingga mengubah arti kata asalnya 
seperti yang di kemukakan oleh Buchari Zainun sebagai berikut: 
Pegawai adalah kata benda berupa orang-orang atau sekelompok 
orang yang mempunyai status tertentu, karena pekerjaannya pegawai 
pun dalam bahasa Jawa dari kata gawai atau kerja. Sedangkan 
kepegawaian berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait  
                                                 
38Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara. 
39 Syahrani, Riduan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 1. Jakarta: 
Media Sarana Press.1986. 
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dengan pegawai yang oleh sesuatu organisasi dipertimbangkan untuk 
menjadi urusan organisasi tersebut. Ini berarti bahwa apa yang 
tercakup dalam kepegawaian itu berbeda untuk setiap organisasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif.40 
 Pengertian ini jika dikaitkan dengan keberadaan Negara sebagai 
suatu organisasi, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri yang 
akan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas 
pembangunan. Dalam konteks ini, pegawai negeri dapat dikatakan 
sebagai pekerja atau staf pada organisasi pemerintah maupun 
instansi perusahaan milik Negara dan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan pekerjaan yang diatur dan sesuai dengan peraturan 
pemerintah yang telah ditetapkan.41 
 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang 
pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa: 
 Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia 
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 
yang berwenang yang diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau 
diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dari konsep ini pegawai negeri 
dapat diabstraksikan sebagai berikut: 
a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan  
b. Digaji menurut peraturan pemerintah   
                                                 
40 Zainun, Buchari. Administrasi dan Managemen Kepegawaian Pemerintah Negara 
Indonesia. PT.Toko Gunung Agung. 1995. 
41 Ibid, hlm 75. 
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c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri 
 Pengertian pegawai negeri juga dapat dilihat pada penjelasan 
Moekdijad yang melihatnya dari perspektif administrasi dari 
pemerintahan. Pegawai negeriadalah mereka yang diangkat dalam 
jabatan pemerintah oleh pembesar yang berwenang dan diberi gaji 
anggaran belanja Negara, maka anggaran belanja pegawai serta 
segala sesuatu harus menurut peraturan yang berlaku. 
5. Penyalahgunaan wewenang 
 Konsep penyalahgunaan wewenang (detoournement de pouvoir) 
merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain 
konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep 
sewenang-wenang (willekeur).42 
 Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari Onrechtmatige 
Daad. Penyalahgunaan wewenang merupakan species dari genus-
nya onrechtmatige daad. 
 Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero 
dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:43 
1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan 
yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk 
menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. 
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat 
tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi 
                                                 
42 Amiruddin, 2010, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, 
Yogyakarta, hlm 199. 
43Ibid, hlm 200. 
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menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh 
Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain. 
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan 
prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan 
tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 
 Dalam hukum pidana khususnya  dalam UUPTPK (Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tidak ditemukan 
penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, 
untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis 
“meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini 
dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak 
menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang 
hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila 
pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam 
hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan 
pengerttian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang 
hukum lain.44 
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
 Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan pemidanaan, hakim harus benar benar menghayati dan 
meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah 
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tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni 
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
 Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:45 
 “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
 unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 
 memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 
 penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap 
 amar/diktum putusan hakim" 
 
 Pertimbangan hakim atau Racio Decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan 
pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, 
maka hakim terlebih dulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan 
yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para 
saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
 Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim 
dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni:46 
 “Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, 
 pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan 
 yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-
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 fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-
 Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan 
 misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, 
 keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam 
 peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis 
 dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan 
 terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”. 
 
 Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan modus 
operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat 
pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari 
perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta 
kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
 Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
putusan hakim mempertimbangakn unsur-unsur delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya 
dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan 
dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis 
mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik 
pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah 
meyakinkan menurut hukum. Selain dari pertimbangan yuridis dari 
delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, 
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pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, 
barulah kemudian secara limiatif ditetapkan pendiriannya. 
 Menurut Lilik Mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur 
delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan 
hakim, antara lain:47 
 “tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim yakni : 
1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan 
substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
2) Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut hukum dan pledoi dan terdakwa atau 
penasihat hukum. 
3) Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut 
umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.” 
 
 Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan 
hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan 
atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal 
yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak 
mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana 
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sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat 
meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa 
bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, 























A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan skripsi ini 
nantinya yaitu pada Kota Makassar. Sehubungan dengan masalah 
yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan 
Masalah Korupsi tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan, 
maka penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan 
Negeri, Makassar.  
B. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah 
dengan melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait. 
Kemudian teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara 
membaca, mempelajari buku-buku,hasil penelitian, tulisan-tulisan dan 
peraturan perundang-undangan yang terkait. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:  
1. Data Primer  
 Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian  
 melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di pengadilan  
 Negeri Makassar, utamanya hakim pengadilan negeri Makassar 
 yang mengadili kasus korupsi ini.  
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2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari 
peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, 
buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang 
digolongkan sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer: 
 Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di 
Indonesia. 
b. Bahan Hukum Sekunder: 
Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel 
internet atau cetak yang berkaitan dengan Penyalahgunaan 
Wewenang Dalam Jabatan. 
D. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif 
dengan tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, 
menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, selanjutnya 
menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan 
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan pada 
Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS. 
Pakar hukum pidana yang membahas mengenai korupsi selalu 
menyebutkan asal kata korupsi. Salah satunya adalah Andi Hamzah 
yang mengemukakan, bahwa :48 
“Kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu “corrupti atau 
corruptus” yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak 
jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, 
kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat 
dibaca di dalam The Lexion Webster Dictionary. Dari bahasa Latin 
itu, turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: corruption, 
corrupt, Prancis: corruption, dan Belanda : corruptive (korruptie). 
Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: korupsi”. 
Dalam ketentuan Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai 
mana telah diubah ke Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tidak ditemukan pengertian 
tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak 
pidana korupsi sebagai delik formil, dalam Undang-undang No. 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke Undang-undang No. 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur 
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Pustaka Utama, Jakarta, hlm 7.   
52 
secara tegas mengenai Tindak Pidana Korupsi dimaksud. korupsi 
dikelompokan 7 bentuk korupsi diantaranya adalah:49 
1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara. (Pasal 
2 dan 3).  
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap.(Pasal 5 ayat (1) 
huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), 
Pasal 12 huruf a, Pasal 37,12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) 
huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b,Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf 
c, Pasal 12 huruf d.).  
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 
8, Pasal 9,Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c)  
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan.(Pasal 12 
huruf e,Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f). 
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.(Pasal 7 ayat (1) 
huruf a,Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 
ayat (1) huruf d,Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h). 
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam 
pengadaan. (Pasal 12 huruf i). 
7. Korupsi yang terkait dengan gratikasi (Pemberian Hadiah).(Pasal 
12 B jo.Pasal 12 c). 
Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat penambahan 
beberapa perbuatan yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu 
mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pasal 5 memuat ketentuan 
tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara 
negara. Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat, dan 
Pasal 7 memuat kecurangan dalam pengadaan barang atau 
pembangunan. 
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Adapun penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi yang 
penulis teliti yakni Tindak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan 
Wewenang dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS 
yakni sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa bernama Muhammad Alwi bekerja pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba mulai menjabat sebagai Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan proyek pengadaan alat-
alat kesehatan (alkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba tahun 2011 adalah sejak Tanggal 05 Agustus 2011. 
Dinas kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima bantuan yang 
berasal dari Dana Prograam Tugas Pembantuan Khusus dibidang 
Kesehatan Kementrian Kesehatan RI yang digunakan untuk 
program pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kabupaten 
Bulukumba tahun 2011 sebesar Rp. 20.000.000.000,- 
Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
melaksanakan pekerjaan Pengadaan alkes yang dibiayai melalui 
Dana Tugas pembantuan sebesar Rp. 15.340.095.000,- 
Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan tahun 
anggaran 2011. PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam pelelangan, setelah 
dilakukan pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan 
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ULP sudah menetapkan pemenang maka PPK menandatangani 
kontrak dengan pemenang pelelangan yang selanjutnya menjadi 
rekanan dan penyediaan barang dan jasa. 
Nilai total HPS yang terdakwa tetapkan untuk pekerjaan proyek 
pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba adalah sebesar Rp. 15.340.095.000 (lima belas milyar 
tiga ratus empat puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah). 
Adapun jumlah barang item alat kesehatan yang terdakwa tetapkan 
dalam HPS adalah sebanyak 28 item alat kesehatan. 
Isi dari pada HPS adalah nomor, spesifikasi alat, kuantitas, harga 
satuan, total harga dari 28 item alat kesehatan yang terdakwa 
tetapkan dalam HPS tersebut selanjutnya pengadaan alat 
kesehatan tersebut setelah dilelang oleh Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) dimenangkan oleh CV Borong Jaya Mandiri. 
Terdakwa selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan alkes di 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan 
tugasnya, ternyata menetapkan HPS tidak pernah melakukan 
survei dan tidak pernah melakukan evaluasi terhadap besaran HPS 
yang terdakwa susun tersebut maupun melakukan klarifikasi 
kepada perusahaan distributor alkes yang ada pada dokumen 
“Survey harga perusahaan alkes Program Pembinaan Upaya 
Kesehatan Dana Tugas Pembantuan TA 2011” yang dibuat oleh 
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Dian Wellyati Kabier, melainkan terdakwa dalam menyusun HPS 
hanya berdasarkan dokumen tersebut. 
Nilai kontrak sebelum PPN kepada pihak rekanan yaitu CV 
Borong Jaya Mandiri sebesar Rp. 13.890.900.000, sementara biaya 
pengadaan yang dikeluarkan rekanan untuk pengadaan 28 alat 
kesehatan tersebut hanya sebesar Rp. 9.569.133.600. Sehingga 
ada sisa anggaran yang menjadi selisih antara nilai kontrak dengan 
biaya pembelian yaitu sebesar Rp. 4.321.766.400. Sehingga 
berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian Negara, Negara 
mengalami kerugian sebesar Rp. 4.321.776.400,-. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
DAKWAAN 
PERTAMA: 
Bahwa terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, SKM, M.Kes bin SANUSI 
selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan 
Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.290/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 
2011 bersama-sama dengan drg. Hj. DIAN WELLYATI KABIER, 
M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 (berkas terpisah) 
dan SYAMSUDDIN RAUF, SE bin RAUF selaku Direktur CV 
Borong Jaya Mandiri sebagai pihak penyedia barang dan jasa pada 
kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukummba Tahun Anggaran 2011 (berkas terpisah) 
baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, 
sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, 
pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi 
dengan pasti antara bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan 
Desember tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal 
tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada tempat lain 
yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua 
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Mahkamah Agung RI nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 
Pebruari 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 
dalam hal ini Keuangan Pemerintah Pusat Cq. Kementrian 
Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bulukumba dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (Program 
Pembinaan Upaya Kesehatan) pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun Anggaran 2011, perbuatan terdakwa tersebut 
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor : 731/Menkes/SK/IV/2011 tanggal 08 April 2011 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima bantuan yang 
berasal dari Dana Program Tugas pembantuan Khusus di Bidang 
Kesehatan kementerian kesehatan Republik Indonesia yang 
digunakan untuk Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 sebesar Rp 
20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Selanjutnya Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba melaksanakan pekerjaan 
pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang dibiayai melalui Dana 
Tugas Pembantuan Sebesar Rp. 15.340.095.000 (lima belas milyar 
tifa ratus empat puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 
Nomor : 1323/024-04.4.01/23/2011 tanggal 20 Desember 2010. 
Bahwa pada tanggal 25 April 2011 DIAN WELLYATI KABIER 
selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersama-
sama dengan NURHIDAYAH selaku Kasubag Keuangan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba mengikuti sosialisasi penerima 
bantuan dari Program Pembinaan Upaya Kesehatan (Dana Tugas 
Pembantuan) di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 
Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba diperintahkan 
selaku instansi yang menerima bantuan dari Program Pembinaan 
Upaya Kesehatan (Dana Tugas Pembantuan) Kementerian 
Kesehatan untuk menyusun RKA/KL mengenai program 
pengadaan Alkes adalah DIAN WELLYATI KABIER selaku Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan mencontoh daftar 
pengadaan Alkes yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pinrang. 
Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang menyampaikan 
kepada DIAN WELLYATI KABIER jika harga Alkes yang disusun 
Dinas Kesehatan Kabupaten Pinranf bersumber dari PT Kharisma 
Utama, selanjutnya DIAN WELLYATI KABIER bersama-sama 
dengan NURHIDAYAH dan DAHRIANI pergi ke PT Kharisma 
Utama untuk melakukan survei harga Alkes, kemudian disusunlah 
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dokumen survei harga Alkes yang bersumber dari PT Kharisma 
Utama. 
Bahwa RKA/KL untuk kegiatan pengadaan Alkes yang telah 
disusun oleh DIAN WELLYATI KABIER selaku Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba sesungguhnya hanya 
mencantumkan daftar harga Alkes yang berasal dari 1 (satu) 
distributor Alkes saja yaitu PT Kharisma Utama, bukan berdasarkan 
daftar harga Alkes yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) distributor Alkes 
(yaitu PT Unggul Kemala Husada, Taurus Medical, dan PT 
Kharisma Utama) untuk dijadikan sebagai harga pembanding, 
sebagaimana dimaksud dalam “SURVEY HARGA PERUSAHAAN 
ALKES Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dana Tugas 
Pembantuan TA. 2011” yang dibuat oleh DIAN WELLYATI KABIER 
selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba karena 
alasan keterbatasan waktu sehingga DIAN WELLYATI KABIER 
hanya melakukan survei harga Alkes pada (satu) distributor saja 
yaitu PT Kharisma Utama. 
Bahwa dalam penyusunan RKA/KL kegiatan pengadaan Alkes 
DIAN WELLYATI KABIER selaku Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba tidak berpedoman pada “Daftar Kebutuhan 
Alkes dan Mobiler Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2011” yang 
dibuat oleh RULYACHMAN AT selaku Ketua Tim Perencana daftar 
kebutuhan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 
2011. Tim Perencana daftar kebutuhan Alkes sebagaimana 
dimaksud dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 
KTPS/248/07.04/1.1/III/2011 tanggal 10 Maret 2011. 
RULYACHMAN AT selaku Ketua Tim Perencana daftar kebutuhan 
Alkes dengan cara turun ke Puskesmas-Puskesmas di Lingkungan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk mendata kebutuhan 
Alkes yang ada di Puskesmas, lalu dari hasil survei daftar 
kebutuhan Alkes dari Puskesmas-Puskesmas tersebut dibuatkan 
“Daftar Kebutuhan Alkes dan Mobiler Puskesmas dan Jaringannya 
Tahun 2011”. 
Bahwa terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, SKM, M.Kes telah 
ditunjuk dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Program Pembinaan Upaya Kesehatan (Dana Tugas Pembantuan) 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun anggaran 
2011 untuk pekerjaan pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan Bupati 
Bulukumba Nomor : Kpts.290/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 
dengan tugas melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan 
dalam DIPA, membuat keputusan-keputusan dan/atau mengambil 
tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya 
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pengeluaran uang dan atau tagihan atas beban APBN tugas 
Pembantuan, keputusan-keputusan dan/atau tindakan-tindakan 
tersebut berupa: 
a. Keputusan Kepegawaian (Penunjukan Panitia Pengadaan 
Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/jasa, Petugas 
SAI, SIMAK dan staf Pengelola Kegiatan Tugas Pembantuan 
sesuai kebutuhan); 
b. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang 
terkait dengan substansi pokok dan fungsi; 
c. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang 
terkait dengan pengadaan barang/jasa (kontrak jual beli surat 
perintah kerja, dll); 
d. Menandatangani kontrak/keputusan, dan bertanggung jawab 
atas kebenaran material atau akibat yang timbul dari 
kontrak/keputusan tersebut. 
Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menyusun Harga 
Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa disertai dengan survei harga Alkes 
di pasaran terlebih dahulu, namun terdakwa dalam menyusun HPS 
hanya berdasarkan kepada dokumen “SURVEY HARGA 
PERUSAHAAN ALKES Program Pembinaan Upaya Kesehatan 
Dana Tugas Pembantuan TA. 2011” yang dibuat oleh DIAN 
WELLYATI KABIER selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba yang sebelumnya telah diberikan oleh DIAN WELLYATI 
KABIER selaku KPA mengatakan keapda terdakwa “buat cepat 
HPS dan ikuti saja itu dokumen harga yang saya serahkan karena 
sudah diminta, sebelah (ULP) sudah mau lelang”. 
Bahwa terdakwa selaku PPK pada tanggal 15 Agustus 2011 
menyerahkan HPS proyek pengadaan Alkes Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2011 kepada KURAISY 
selaku Sekretaris Pokja 3 ULP, namun pada saat itu Pkja 3 ULP 
mengembalikan HPS tersebut kepada terdakwa karena didalam 
HPS tersebut mencantumkan nama produk dan merk. Selanjutnya 
pada tanggal 18 Agustus 2011 terdakwa memperbaiki HPS yang 
telah terdakwa susun tersebut dengan mencantumkan 28 (dua 
puluh delapan) item/set Alkes tanpa mencantumkan merk. 
Bahwa HPS yang disusun oleh terdakwa selaku PPK tersebut 
kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penawaran dalam 
proses lealang pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun Anggaran 2011. 
Bahwa kegiatan pengadaan Alkes yang telah direncakan 
sebanyak 28 (dua puluh delapan) item/set senilai Rp. 
15.340.095.000 sesuai Kertas Kerja Rencana Kinerja Anggaran 
Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Kesehatan Kabupaten 
59 
Bulukumba tanggal 17 mei 2011 kemudian direvisi (dikurangi) 
harganya menjadi Rp 15.314.095.000 (lima belas milyar tiga ratus 
empat belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai Daftar 
Spesifikasi Alkes yang disusun oleh terdakwa MUHAMMAD ALWI 
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 15 Agustus 
2011 dan diketahui DIAN WELLYATI KABIER selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA). 
Bahwa Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 28 (dua puluh delapan) item/set 
Alkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2011  
yang dibuat oleh terdakwa selaku PPK dan disahkan oleh DIAN 
WELLYATI KABIER selaku KPA tidak seluruhnya dilengkapi 
dengan bukti hasil konfirmasi harga pasaran dari 
pabrikan/distributor Alkes sesuai dengan spesifikasi, namun 
penyusunan RAB untuk pengadaan 28 (dua puluh delapan) 
item/set Alkes yang tertuang pada dokumen HPS tersebut data 
harganya hanya mengacu pada harga pasaran yang dikeluarkan 
oleh 1 (satu) distributor/agen Alkes yakni PT KHARISMA UTAMA 
saja, padahal 28 (dua puluh delapan) item/set Alkes tersebut 
diageni oleh 7 (tujuh) distributor yang berbeda sesuai dengan 
spesifikasinya. Terdakwa dalam menyusun HPS tidak 
memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang yang 
dianggap wajar, karena terdakwa selaku PPK dalam menyusun 
HPS tidak memperhitungkan keuntungan yang wajar bagi penyedia 
yaitu maksimal 15% (lima belas persen). Penyusunan RAB yang 
dituangkan pada dokumen HPS hanya mengutip dokumen 
“SURVEY HARGA PERUSAHAAN ALKES Program Pembinaan 
Upaya Kesehatan Dana Tugas Pembantuan TA. 2011” yang dibuat 
oleh DIAN WELLYATI KABIER selaku KPA dengan dibantu oleh 
stafnya (NURHIDAYAH dan DAHRIANI) sewaktu penyusunan 
RKA/KL dan dokumen harga Alkes, tanpa melakukan klarifikasi 
langsung mengenai data harga 28 (dua puluh delapan) item/set 
Alkes kepada distributor Alkes penerbit data tersebut untuk 
mengetahui kebenarannya serta dalam penyusunan HPS terdakwa 
selaku PPk tidak dilakukan kalkulasi data secara keahlian 
berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Hal tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) 
huruf c Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang mengatakan “Penyusunan HPS didasarkan pada 
data harga pasar setempat. Yang diperolah berdasarkan hasil 
survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan 
mempertimbangkan informasi yang meliputi: daftar biaya/tarif 
barang/jasa dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal. Sehingga 
seharusnya HPS yanng disusun oleh terdakwa tidak dapat 
dijadikan sebagai pedoman untuk menguji kewajaran nilai 
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penawaran rekanan peserta lelang. Namun demikian dokumen 
daftar spesifikasi Alkes senilai Rp. 15.314.095.000, yang dibuat 
oleh terdakwa tersebut, ternyata sekaligus menjadi data Harga 
Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa (Alkes) melalui pelelangan umum. 
Berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan pengadaan Alkes 
sebanyak 28 item/set tersebut dilaksanakan oleh CV Borong Jaya 
Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.279.990.00, (lima 
belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus 
sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak 
Nomor: 1199/07.04/TP-BK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 
yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan SYAMSUDDIN 
RAUF selaku Direktur CV Borong Jaya Mandiri serta diketahui oleh 
DIAN WELLYATI KABIER selaku KPA. 
Berdasarkan dokumen pelelangan yang 
dipertanggungjawabkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
menyatakan bahwa penetapan CV Borong Jaya Mandiri sebagai 
pelaksana kegiatan pengadaan Alkes tersebut telah dilakukan 
melalui pelelangan umum secara paska kualifikasi dengan metode 
satu sampul dan evaluasi sistem gugur sebagai berikut: 
Pelaksanaan pelelangan pengadaan Alkes pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2011 diikuti 
oleh 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran. 
Hasilnya 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus evaluasi administrasi 
teknis dengan nilai penawaran seluruhnya berada di bawah HPS 
sebesar Rp. 15.314.095.000 Sesuai dengan Berita Acara Hasil 
Pelelangan Pengadaan Alkes Nomor: 118/P.3/ULP-BLK/IX/2011 
tanggal 06 September 2011 sebagai berikut: 
No. Nama 
Perusahaan 











CV Borong Jaya 
Mandiri 
 
PT Medi Frma 
Sakti 
 

























1) Selanjutnya 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan 
memenuhi persyaratan oleh Tim Pokja 3 ULP diusulkan 
kepada MUH. SYUKRI selaku Kepala ULP untuk ditetapkan 
sebagai calon pemenang lelang melalui Surat Tim Pokja 3 
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ULP Nomor : 119/P.3/ULP-BLK/IX/2011 tanggal 07 
September 2011 perihal usul penetapan calon pemenang. 
2) DIAN WELLYATI KABIER selaku Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba pernah menyampaikan kepada 
RIFAI selaku Ketua Pokja 3 ULP agar Pokja 3 ULP 
membantu CV Borong Jaya Mandiri dengan Direktur 
SYAMSUDDIN RAUF dalam mengikuti proses pelelangan. 
3) Berdasarkan usulan dari Tim Pokja 3 ULP yang 
beranggotakan RIFAI, KURAISY, AHMAD IHWAN NOOR, 
SYAHYADI, ZAINUDDIN SAMMA tersebut kemudian MUH. 
SYUKRI selaku kepala ULP menetapkan CV Borong Jaya 
Mandiri sebagai calon pemenang pertama dengan nilai 
penawaran sebesar Rp. 15.279.990.000,- sesuai Lampiran 
Surat Kepala ULP Kabupaten Bulukumba Nomor: 250/ULP-
BLK/IX/2011 tanggal 07 September 2011 perihal penetapan 
Pemenang Lelang. 
4) Tim Pokja 3 ULP kemudian mengumumkan CV Borong 
Jaya Mandiri sebagai calon pemenang pertama melalui 
Surat Pengumuman Pemenang Nomor: 120/P.3/ULLP-
BLK/IX/2011 tanggal 08 spetember 2011, meskipun 
sebenarnya CV Borong Jaya Mandiri jelas-jelas tidak 
memenuhi ketentuan/persyaratan administrasi bagi peserta 
lelang sebagaimana diatur dalam Berita Acara Aanwijzing 
Nomor: 113/P.3/ULP-BLK/VII/2011 tanggal 23 Agustus 
2011, karena: 
a. Surat dukungan produk dari distributor Alkes PT 
MATESU ABADI yang digunakan oelh CV BorongJaya 
Mandiri tidak diakui oleh manajemen PT MATESU 
ABADI sebagaimana disebutkan dalam surat 
pernyataan PT MATESU ABADI tanggal 1 juli 2013 
bahwa tidak pernah PT MATESU ABADI 
menerbitkan/memberikan surat dukungan produk 
kepada CV BORONG JAYA MANDIRI untuk mengikuti 
pelelangan pengadaan Alkes pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba Tahun 2011. 
Bahwa SYAMSUDDIN RAUF selaku Direktur CV 
Borong Jaya Mandiri memperoleh dukungan produk 
yanng tidak diakui oleh manajemen PT MATESU 
ABADI tersebut dari JIMMI. Akan tetapi pada saat itu 
CV Borong Jaya Mandiri dijanjikan oleh JIMMI akan 
mendapatkan dukungan distributor Alkes untuk CV 
Borong Jaya Mandiri dengan syarat 8 (delapan) 
item/set Alkes dibeli dari JIMMI. Selanjutnys antara 
bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan september 
2011 JIMMI menelpon JACQUALINE FLAURENCE 
MUMU untuk menanyakan kesediaan JACQUALINE 
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FLAURENCE MUMU mengadakan sebagian alat 
kesehatan dalam proyek pengadaan Alkes yang 
kontraknya dikerjakan oleh CV Borong Jaya Mandiri. 
Selanjutnya JACQUALINE FLAURENCE MUMU 
bersedia menerima tawaran JIMMMI tersebut karena 
tertarik dengan keuntungan yang diperoleh. 
b. Dokumen izin usaha CV Borong Jaya Mandiri dari 
KADIN sesuai data kualifikasi masa berlakunya telah 
berakhir sejak tanggal 30 Mei 2011 sebelum masa 
pelaksanaan pemasukan penawaran periode tanggal 
24 agustus 2011 sampai dengan 27 Agustus 2011. 
Selanjutnya diganti dengan izin usaha sejenis yang 
diterbitkan oleh ASPANJI yang masa berlakunya 
berakhir tanggal 31 Desember 2011 tanpa melalui 
prosedur penggantian dokumen kualifikasi secara 
tertulis sebelum pembukaan penawaran. 
Berdasarkan dokumen-dokumen tesebut Tim Pokja 3 
ULP kemudian menyatakan CV Borong Jaya Mandiri 
telah memnuhi persyaratan administrasi/teknis dan 
mengusulkan sebagai calon pemenang lelang dan 
disetujui oleh terdakwa selaku PPK dengan 
menetapkan CV Borong Jaya Mandiri sebagai 
pemenang dan kemudian dibuatkan perikatan kontrak. 
5) Setelah masa pengumuman berakhir dan tidak terdapat 
sanggahan atas penetapan calon pemenang lelang lalu 
Kepala ULP menyampaikan hasil pelelangan pengadaan 
Alkes Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2011 
kepada terdakwa selaku PPK sesuai dengan Surat Kepala 
ULP KabupatenBulukumba Nomor : 253/ULP-BLK/IX/2011 
tanggal 14 September 2011. 
6) Berdasarkan Surat Kepala ULP kemudian terdakwa selaku 
PPK menetapkan CV Borong Jaya Mandiri sebagai 
pemenang lelang berdasarkan Surat Nomor : 
1191/07.04/TP-BK/IX/2011 tanggal 16 September 2011 
perihal penunjukan penyedia pelaksanaan paket pekerjaan 
pengadaan Alkes Dana Tugas Pembantuan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2011. 
Selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan 
Alkes Dana Tugas Pembantuan Tahunn Anggaran 2011 
antara PPK dengan direktur CV Borong Jaya Mandiri 
sebagai rekanan pemenang lelang dengan diketahui oleh 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
berdasarkan kontrak Nomor : 119/07.04/TP.BK/IX/2011 
tanggal 19 September 2011 senilai Rp. 15.279.900.000,- 
dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan 
puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 September 2011 
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sampai dengan 19 Desember 2011 sesuai dengan Surat 
Pesanan Nomor :1200/07.04/TP-BK/IX/2011 tanggal 19 
September 2011. 
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrakpengadaan 28 (dua puluh 
delapan) item/set Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba sebelum PPN senilai Rp 13.890.900.000 (tiga 
belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan 
ratus ribu rupiah) CV Borong Jaya Mandiri hanya membeli 20 
(dua puluh) item/set Alkes dari PT KHARISMA UTAMA 
dengan nilai seharga Rp 8.440.983.600 (delapan milyar 
empat ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh 
tiga ribu enam ratus rupiah) berdasarkan surat Perjanjian 
Jual Beli antara SYAMSUDDIN RAUF DAN Marketting 
Manager PT KHARISMA UTAMA Nomor:MEC-
1208/KU/IX/2011 tnaggal 26 September 2011. Sisanya 
sebanyak 8 (delapan) item/set Alkes pengadaannya 
dilaksanakan oleh Mandiri dengan membeli dari Distributor 
PT GRAHA ISMAYA dengan harga senilai Rp. 
1.128.150.000 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta 
seratus lima puluh ribu rupiah). 
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan 28 (dua 
puluh delapan) item/set Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2011 tersebut SYAMSUDDIN RAUF 
selaku Direktur CV Borong Jaya Mandiri mengalihkan 
sebagian tanggung jawabnya keapda JACQUALINE 
FLAURENCE MUMU untuk pengadaan 8 (delapan) item/set 
Alkes dengan nilai kontrak Rp 2.714.728.500 (dua milyar 
tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh delapan 
ribu lima ratus rupiah) yang baru dibuatkan perjanjian tertulis 
pada Tahun 2012 dalam dokumen Akta Perjanjian Kerja 
Kerjasama Nomor 01 tanggal 05 Januari 2012 antara 
SYAMSUDDIN RAUF selaku Direktur CV BORONG JAYA 
MANDIRI dengan subkontraktor CV BORONG JAYA 
MANDIRI yairu JACQUALINE FLAURENCE MUMU yang 
bukan merupakkan penyedia barang/jasa spesialis. 
Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres 
54 Tahun 2010 yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa 
dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama 
berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada 
pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada 
penyedia Barang/Jasa sesialis”. Bertentangan pula dengan 
Kontrak Perjanjian Pengadaan Alkes Kabupaten Bulukumba 
Tahun Anngaran 2011 yang menyebutkan sebagai berikut: 
“Bab II kontrak : Syarat-syarat khusus kontrak pada huruf f 
ke-2 tentang kerjasama antara penyedia dan sub penyedia 
penyedia yang menyatakan penyedia dilarang untuk 
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mensubkontrakkan pekerjaan”. Bab II Kontrak : syarat-syarat 
umum kontrak poin 10 tentang pengalihan dan/atau 
subkontrak yang menyatakan : 
- Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau 
seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya 
diperbolehkan dalam hal pergantin nama oenyedia, baik 
sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. 
- Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan 
utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam 
kontrak ini. 
- Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya 
diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah 
persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung 
jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan Alkes tersebut 
telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) sesuai 
kontrak dan telah dilakukan pembayaran lunas 100& 
(seratus persen) sesuai nilai kontrak sebelum PPN kepada 
pihak rekanan yaitu CV BORONG JAYA MANDIRI sebesar 
Rp 13.890.900.000 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan 
puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita 
Acara Pembayaran Nomor : 2293/07 04/BAP-TP/XII/2011 
tanggal 15 Desember 2011. 
- Bahwa rincian harga pembelian Alkes yanng telah dilakukan 
oleh penyedia barang dan jasa adalah sebagai berikut: 
N
o. 






1. Bidan Kit 1.661.940.000 1.284.657.500 377.282.500 





339.140.000 262.150.000 76.990.000 
3. Resusitasi 
Kit, Mark IV 
Adult, Ambu-
Denmark 
187.860.000 145.208.000 42.652.000 





902.330.000 697.550.000 204.780.000 
6. Doppler + 
heart rate 


















































181.860.000 140.574.000 41.286.000 
16 Alat cabut 
Gigi (tang) 
set dewasa 
285.260.000 220.500.000 64.760.000 
17 Surgical 
suction 










288.610.000 223.097.000 65.513.000 
19 Pandu Lipat 
backpack, 
Fold Type S, 
Pensi-
Finland 
47.365.000 36.610.000 10.755.000 
20 Sanitasi Kit 299.265.000 231.325.500 67.939.500 
21 Dental Unit, 
Gnatus-
Brazil 





152.840.000 24.500.000 128.340.000 









152.950.000 39.000.000 113.950.000 







302.680.000 197.750.000 104.930.000 











94.930.000 58.750.000 36.180.000 
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Indonesia 
28 Cold Chain, 
Dovline-
Indonesia 





- Bahwa jumlah total biaya pengadaan 28 (dua puluh deapan) 
item/set Alkes yanng dilaksanakan oleh SYAMSUDDIN 
RAUF dan JACQUALINE FLAURENCE MEME sebesar Rp. 
9.569.133.600 (sembilan milyar lima ratus enam puluh 
sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) 
atas nilai kontrak sebelum PPN sebesar Rp 13.890.900.000 
sehingga terjadi kemahalan harga (mark-up) sebesar Rp 
4.321.776.400 (empat milyar tiga ratus dua puluh satu juta 
tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah). 
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen yang bertangung jawab sepenuhnya 
atas pelaksanaan kegiatan dan dalam hal keuangan 
sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara 
dirugikan sebesar Rp 4.321.776.400 (empat milyar tiga ratus 
dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat 
ratus rupiah). Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut 
berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor : LPKKN-511/PW21/5/2014 tanggal 244 Juli 2014 
perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan 
kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana 
Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan alat 
Kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun Anggaran 2011. 
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-




-----Bahwa terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, SKM, M.Kes bin 
SANUSI selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 berdasarkan Surat 
Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.290/VIII/2011 tanggal 
05 Agustus 2011 bersama-sama dengan drg. Hj. DIAN WELLYATI 
KABIER, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 (berkas 
terpisah) dan SYAMSUDDIN RAUF, SE bin RAUF selaku Direktur 
CV Borong Jaya Mandiri sebagai pihak penyedia barang dan jasa 
pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukummba Tahun Anggaran 2011 (berkas terpisah) 
baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, 
sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, 
pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi 
dengan pasti antara bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan 
Desember tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal 
tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada tempat lain 
yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua 
Mahkamah Agung RI nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 
Pebruari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan 
kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini 
Keuangan Pemerintah Pusat Cq. Kementrian Kesehatan Republik 
Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam 
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (Program Pembinaan Upaya 
Kesehatan) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 
Anggaran 2011, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan 
cara-cara sebagai berikut:-------------------------------------------------------
------------------------- 
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor : 731/Menkes/SK/IV/2011 tanggal 08 April 
2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima 
bantuan yang berasal dari Dana Program Tugas pembantuan 
Khusus di Bidang Kesehatan kementerian kesehatan Republik 
Indonesia yang digunakan untuk Program Pembinaan Upaya 
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 
sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). 
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Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
melaksanakan pekerjaan pengadaan alat kesehatan (Alkes) 
yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan Sebesar Rp. 
15.340.095.000 (lima belas milyar tifa ratus empat puluh juta 
sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1323/024-
04.4.01/23/2011 tanggal 20 Desember 2010. 
- Bahwa pada tanggal 25 April 2011 DIAN WELLYATI KABIER 
selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
bersama-sama dengan NURHIDAYAH selaku Kasubag 
Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba mengikuti 
sosialisasi penerima bantuan dari Program Pembinaan Upaya 
Kesehatan (Dana Tugas Pembantuan) di Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba diperintahkan selaku instansi yang 
menerima bantuan dari Program Pembinaan Upaya Kesehatan 
(Dana Tugas Pembantuan) Kementerian Kesehatan untuk 
menyusun RKA/KL mengenai program pengadaan Alkes adalah 
DIAN WELLYATI KABIER selaku Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba dengan mencontoh daftar pengadaan 
Alkes yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Pinrang. 
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang menyampaikan 
kepada DIAN WELLYATI KABIER jika harga Alkes yang disusun 
Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang bersumber dari PT 
Kharisma Utama, selanjutnya DIAN WELLYATI KABIER 
bersama-sama dengan NURHIDAYAH dan DAHRIANI pergi ke 
PT Kharisma Utama untuk melakukan survei harga Alkes, 
kemudian disusunlah dokumen survei harga Alkes yang 
bersumber dari PT Kharisma Utama. 
- Bahwa RKA/KL untuk kegiatan pengadaan Alkes yang telah 
disusun oleh DIAN WELLYATI KABIER selaku Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba sesungguhnya hanya 
mencantumkan daftar harga Alkes yang berasal dari 1 (satu) 
distributor Alkes saja yaitu PT Kharisma Utama, bukan 
berdasarkan daftar harga Alkes yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) 
distributor Alkes (yaitu PT Unggul Kemala Husada, Taurus 
Medical, dan PT Kharisma Utama) untuk dijadikan sebagai harga 
pembanding, sebagaimana dimaksud dalam “SURVEY HARGA 
PERUSAHAAN ALKES Program Pembinaan Upaya Kesehatan 
Dana Tugas Pembantuan TA. 2011” yang dibuat oleh DIAN 
WELLYATI KABIER selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba karena alasan keterbatasan waktu sehingga DIAN 
WELLYATI KABIER hanya melakukan survei harga Alkes pada 
(satu) distributor saja yaitu PT Kharisma Utama. 
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- Bahwa dalam penyusunan RKA/KL kegiatan pengadaan Alkes 
DIAN WELLYATI KABIER selaku Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba tidak berpedoman pada “Daftar 
Kebutuhan Alkes dan Mobiler Puskesmas dan Jaringannya 
Tahun 2011” yang dibuat oleh RULYACHMAN AT selaku Ketua 
Tim Perencana daftar kebutuhan Alkes Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba Tahun 2011. Tim Perencana daftar 
kebutuhan Alkes sebagaimana dimaksud dibentuk berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Nomor KTPS/248/07.04/1.1/III/2011 tanggal 10 
Maret 2011. RULYACHMAN AT selaku Ketua Tim Perencana 
daftar kebutuhan Alkes dengan cara turun ke Puskesmas-
Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba untuk mendata kebutuhan Alkes yang ada di 
Puskesmas, lalu dari hasil survei daftar kebutuhan Alkes dari 
Puskesmas-Puskesmas tersebut dibuatkan “Daftar Kebutuhan 
Alkes dan Mobiler Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2011”. 
- Bahwa terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, SKM, M.Kes telah 
ditunjuk dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) Program Pembinaan Upaya Kesehatan (Dana Tugas 
Pembantuan) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
Tahun anggaran 2011 untuk pekerjaan pengadaan Alkes di 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat 
Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.290/VIII/2011 
tanggal 05 Agustus 2011 dengan tugas melaksanakan rencana 
kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA, membuat keputusan-
keputusan dan/atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat 
mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan atau tagihan 
atas beban APBN tugas Pembantuan, keputusan-keputusan 
dan/atau tindakan-tindakan tersebut berupa: 
a. Keputusan Kepegawaian (Penunjukan Panitia Pengadaan 
Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/jasa, 
Petugas SAI, SIMAK dan staf Pengelola Kegiatan Tugas 
Pembantuan sesuai kebutuhan); 
b. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
yang terkait dengan substansi pokok dan fungsi; 
c. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
yang terkait dengan pengadaan barang/jasa (kontrak jual 
beli surat perintah kerja, dll); 
d. Menandatangani kontrak/keputusan, dan bertanggung jawab 
atas kebenaran material atau akibat yang timbul dari 
kontrak/keputusan tersebut. 
- Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menyusun Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS) tanpa disertai dengan survei harga Alkes di 
pasaran terlebih dahulu, namun terdakwa dalam menyusun HPS 
hanya berdasarkan kepada dokumen “SURVEY HARGA 
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PERUSAHAAN ALKES Program Pembinaan Upaya Kesehatan 
Dana Tugas Pembantuan TA. 2011” yang dibuat oleh DIAN 
WELLYATI KABIER selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba yang sebelumnya telah diberikan oleh DIAN 
WELLYATI KABIER selaku KPA mengatakan keapda terdakwa 
“buat cepat HPS dan ikuti saja itu dokumen harga yang saya 
serahkan karena sudah diminta, sebelah (ULP) sudah mau 
lelang”. 
- Bahwa terdakwa selaku PPK pada tanggal 15 Agustus 2011 
menyerahkan HPS proyek pengadaan Alkes Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2011 kepada KURAISY 
selaku Sekretaris Pokja 3 ULP, namun pada saat itu Pkja 3 ULP 
mengembalikan HPS tersebut kepada terdakwa karena didalam 
HPS tersebut mencantumkan nama produk dan merk. 
Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2011 terdakwa 
memperbaiki HPS yang telah terdakwa susun tersebut dengan 
mencantumkan 28 (dua puluh delapan) item/set Alkes tanpa 
mencantumkan merk. 
- Bahwa HPS yang disusun oleh terdakwa selaku PPK tersebut 
kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penawaran dalam 
proses lealang pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun Anggaran 2011. 
- Bahwa kegiatan pengadaan Alkes yang telah direncakan 
sebanyak 28 (dua puluh delapan) item/set senilai Rp. 
15.340.095.000 sesuai Kertas Kerja Rencana Kinerja Anggaran 
Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba tanggal 17 mei 2011 kemudian direvisi (dikurangi) 
harganya menjadi Rp 15.314.095.000 (lima belas milyar tiga 
ratus empat belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai 
Daftar Spesifikasi Alkes yang disusun oleh terdakwa 
MUHAMMAD ALWI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
pada tanggal 15 Agustus 2011 dan diketahui DIAN WELLYATI 
KABIER selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 
- Bahwa Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 28 (dua puluh delapan) item/set 
Alkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2011  
yang dibuat oleh terdakwa selaku PPK dan disahkan oleh DIAN 
WELLYATI KABIER selaku KPA tidak seluruhnya dilengkapi 
dengan bukti hasil konfirmasi harga pasaran dari 
pabrikan/distributor Alkes sesuai dengan spesifikasi, namun 
penyusunan RAB untuk pengadaan 28 (dua puluh delapan) 
item/set Alkes yang tertuang pada dokumen HPS tersebut data 
harganya hanya mengacu pada harga pasaran yang dikeluarkan 
oleh 1 (satu) distributor/agen Alkes yakni PT KHARISMA UTAMA 
saja, padahal 28 (dua puluh delapan) item/set Alkes tersebut 
diageni oleh 7 (tujuh) distributor yang berbeda sesuai dengan 
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spesifikasinya. Terdakwa dalam menyusun HPS tidak 
memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang yang 
dianggap wajar, karena terdakwa selaku PPK dalam menyusun 
HPS tidak memperhitungkan keuntungan yang wajar bagi 
penyedia yaitu maksimal 15% (lima belas persen). Penyusunan 
RAB yang dituangkan pada dokumen HPS hanya mengutip 
dokumen “SURVEY HARGA PERUSAHAAN ALKES Program 
Pembinaan Upaya Kesehatan Dana Tugas Pembantuan TA. 
2011” yang dibuat oleh DIAN WELLYATI KABIER selaku KPA 
dengan dibantu oleh stafnya (NURHIDAYAH dan DAHRIANI) 
sewaktu penyusunan RKA/KL dan dokumen harga Alkes, tanpa 
melakukan klarifikasi langsung mengenai data harga 28 (dua 
puluh delapan) item/set Alkes kepada distributor Alkes penerbit 
data tersebut untuk mengetahui kebenarannya serta dalam 
penyusunan HPS terdakwa selaku PPk tidak dilakukan kalkulasi 
data secara keahlian berdasarkan pada data yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Hal tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) huruf 
c Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang mengatakan “Penyusunan HPS didasarkan 
pada data harga pasar setempat. Yang diperolah berdasarkan 
hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan 
mempertimbangkan informasi yang meliputi: daftar biaya/tarif 
barang/jasa dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal. 
Sehingga seharusnya HPS yanng disusun oleh terdakwa tidak 
dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menguji kewajaran nilai 
penawaran rekanan peserta lelang. Namun demikian dokumen 
daftar spesifikasi Alkes senilai Rp. 15.314.095.000, yang dibuat 
oleh terdakwa tersebut, ternyata sekaligus menjadi data Harga 
Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa (Alkes) melalui pelelangan umum. 
- Berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan pengadaan Alkes 
sebanyak 28 item/set tersebut dilaksanakan oleh CV Borong 
Jaya Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.279.990.00, 
(lima belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan 
ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian 
Kontrak Nomor: 1199/07.04/TP-BK/IX/2011 tanggal 19 
September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK 
dan SYAMSUDDIN RAUF selaku Direktur CV Borong Jaya 
Mandiri serta diketahui oleh DIAN WELLYATI KABIER selaku 
KPA. 
- Berdasarkan dokumen pelelangan yang dipertanggungjawabkan 
oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyatakan bahwa 
penetapan CV Borong Jaya Mandiri sebagai pelaksana kegiatan 
pengadaan Alkes tersebut telah dilakukan melalui pelelangan 
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umum secara paska kualifikasi dengan metode satu sampul dan 
evaluasi sistem gugur sebagai berikut: 
1) Pelaksanaan pelelangan pengadaan Alkes pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2011 
diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan 
penawaran. Hasilnya 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus 
evaluasi administrasi teknis dengan nilai penawaran 
seluruhnya berada di bawah HPS sebesar Rp. 
15.314.095.000 Sesuai dengan Berita Acara Hasil 
Pelelangan Pengadaan Alkes Nomor: 118/P.3/ULP-
BLK/IX/2011 tanggal 06 September 2011 sebagai berikut: 
No. Nama 
Perusahaan 











CV Borong Jaya 
Mandiri 
 
PT Medi Frma 
Sakti 
 

























2) Selanjutnya 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi 
persyaratan oleh Tim Pokja 3 ULP diusulkan kepada MUH. 
SYUKRI selaku Kepala ULP untuk ditetapkan sebagai calon 
pemenang lelang melalui Surat Tim Pokja 3 ULP Nomor : 
119/P.3/ULP-BLK/IX/2011 tanggal 07 September 2011 
perihal usul penetapan calon pemenang. 
3) DIAN WELLYATI KABIER selaku Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba pernah menyampaikan kepada RIFAI 
selaku Ketua Pokja 3 ULP agar Pokja 3 ULP membantu CV 
Borong Jaya Mandiri dengan Direktur SYAMSUDDIN RAUF 
dalam mengikuti proses pelelangan. 
4) Berdasarkan usulan dari Tim Pokja 3 ULP yang 
beranggotakan RIFAI, KURAISY, AHMAD IHWAN NOOR, 
SYAHYADI, ZAINUDDIN SAMMA tersebut kemudian MUH. 
SYUKRI selaku kepala ULP menetapkan CV Borong Jaya 
Mandiri sebagai calon pemenang pertama dengan nilai 
penawaran sebesar Rp. 15.279.990.000,- sesuai Lampiran 
Surat Kepala ULP Kabupaten Bulukumba Nomor: 250/ULP-
BLK/IX/2011 tanggal 07 September 2011 perihal penetapan 
Pemenang Lelang. 
5) Tim Pokja 3 ULP kemudian mengumumkan CV Borong Jaya 
Mandiri sebagai calon pemenang pertama melalui Surat 
Pengumuman Pemenang Nomor: 120/P.3/ULLP-
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BLK/IX/2011 tanggal 08 spetember 2011, meskipun 
sebenarnya CV Borong Jaya Mandiri jelas-jelas tidak 
memenuhi ketentuan/persyaratan administrasi bagi peserta 
lelang sebagaimana diatur dalam Berita Acara Aanwijzing 
Nomor: 113/P.3/ULP-BLK/VII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, 
karena: 
a. Surat dukungan produk dari distributor Alkes PT MATESU 
ABADI yang digunakan oelh CV BorongJaya Mandiri tidak 
diakui oleh manajemen PT MATESU ABADI sebagaimana 
disebutkan dalam surat pernyataan PT MATESU ABADI 
tanggal 1 juli 2013 bahwa tidak pernah PT MATESU 
ABADI menerbitkan/memberikan surat dukungan produk 
kepada CV BORONG JAYA MANDIRI untuk mengikuti 
pelelangan pengadaan Alkes pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba Tahun 2011. 
Bahwa SYAMSUDDIN RAUF selaku Direktur CV Borong 
Jaya Mandiri memperoleh dukungan produk yanng tidak 
diakui oleh manajemen PT MATESU ABADI tersebut dari 
JIMMI. Akan tetapi pada saat itu CV Borong Jaya Mandiri 
dijanjikan oleh JIMMI akan mendapatkan dukungan 
distributor Alkes untuk CV Borong Jaya Mandiri dengan 
syarat 8 (delapan) item/set Alkes dibeli dari JIMMI. 
Selanjutnys antara bulan Agustus 2011 sampai dengan 
bulan september 2011 JIMMI menelpon JACQUALINE 
FLAURENCE MUMU untuk menanyakan kesediaan 
JACQUALINE FLAURENCE MUMU mengadakan 
sebagian alat kesehatan dalam proyek pengadaan Alkes 
yang kontraknya dikerjakan oleh CV Borong Jaya Mandiri. 
Selanjutnya JACQUALINE FLAURENCE MUMU bersedia 
menerima tawaran JIMMMI tersebut karena tertarik 
dengan keuntungan yang diperoleh. 
b. Dokumen izin usaha CV Borong Jaya Mandiri dari KADIN 
sesuai data kualifikasi masa berlakunya telah berakhir 
sejak tanggal 30 Mei 2011 sebelum masa pelaksanaan 
pemasukan penawaran periode tanggal 24 agustus 2011 
sampai dengan 27 Agustus 2011. Selanjutnya diganti 
dengan izin usaha sejenis yang diterbitkan oleh ASPANJI 
yang masa berlakunya berakhir tanggal 31 Desember 
2011 tanpa melalui prosedur penggantian dokumen 
kualifikasi secara tertulis sebelum pembukaan penawaran. 
Berdasarkan dokumen-dokumen tesebut Tim Pokja 3 ULP 
kemudian menyatakan CV Borong Jaya Mandiri telah 
memnuhi persyaratan administrasi/teknis dan 
mengusulkan sebagai calon pemenang lelang dan 
disetujui oleh terdakwa selaku PPK dengan menetapkan 
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CV Borong Jaya Mandiri sebagai pemenang dan 
kemudian dibuatkan perikatan kontrak. 
6) Setelah masa pengumuman berakhir dan tidak terdapat 
sanggahan atas penetapan calon pemenang lelang lalu 
Kepala ULP menyampaikan hasil pelelangan pengadaan 
Alkes Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2011 kepada 
terdakwa selaku PPK sesuai dengan Surat Kepala ULP 
KabupatenBulukumba Nomor : 253/ULP-BLK/IX/2011 
tanggal 14 September 2011. 
7) Berdasarkan Surat Kepala ULP kemudian terdakwa selaku 
PPK menetapkan CV Borong Jaya Mandiri sebagai 
pemenang lelang berdasarkan Surat Nomor : 
1191/07.04/TP-BK/IX/2011 tanggal 16 September 2011 
perihal penunjukan penyedia pelaksanaan paket pekerjaan 
pengadaan Alkes Dana Tugas Pembantuan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2011. 
Selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan 
Alkes Dana Tugas Pembantuan Tahunn Anggaran 2011 
antara PPK dengan direktur CV Borong Jaya Mandiri 
sebagai rekanan pemenang lelang dengan diketahui oleh 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
berdasarkan kontrak Nomor : 119/07.04/TP.BK/IX/2011 
tanggal 19 September 2011 senilai Rp. 15.279.900.000,- 
dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan 
puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 September 2011 
sampai dengan 19 Desember 2011 sesuai dengan Surat 
Pesanan Nomor :1200/07.04/TP-BK/IX/2011 tanggal 19 
September 2011. 
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan 28 (dua puluh 
delapan) item/set Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
sebelum PPN senilai Rp 13.890.900.000 (tiga belas milyar 
delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) CV 
Borong Jaya Mandiri hanya membeli 20 (dua puluh) item/set 
Alkes dari PT KHARISMA UTAMA dengan nilai seharga Rp 
8.440.983.600 (delapan milyar empat ratus empat puluh juta 
sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) 
berdasarkan surat Perjanjian Jual Beli antara SYAMSUDDIN 
RAUF DAN Marketting Manager PT KHARISMA UTAMA 
Nomor:MEC-1208/KU/IX/2011 tnaggal 26 September 2011. 
Sisanya sebanyak 8 (delapan) item/set Alkes pengadaannya 
dilaksanakan oleh Mandiri dengan membeli dari Distributor PT 
GRAHA ISMAYA dengan harga senilai Rp. 1.128.150.000 (satu 
milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu 
rupiah). 
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan 28 (dua puluh 
delapan) item/set Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
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Tahun 2011 tersebut SYAMSUDDIN RAUF selaku Direktur CV 
Borong Jaya Mandiri mengalihkan sebagian tanggung jawabnya 
keapda JACQUALINE FLAURENCE MUMU untuk pengadaan 8 
(delapan) item/set Alkes dengan nilai kontrak Rp 2.714.728.500 
(dua milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh 
delapan ribu lima ratus rupiah) yang baru dibuatkan perjanjian 
tertulis pada Tahun 2012 dalam dokumen Akta Perjanjian Kerja 
Kerjasama Nomor 01 tanggal 05 Januari 2012 antara 
SYAMSUDDIN RAUF selaku Direktur CV BORONG JAYA 
MANDIRI dengan subkontraktor CV BORONG JAYA MANDIRI 
yairu JACQUALINE FLAURENCE MUMU yang bukan 
merupakkan penyedia barang/jasa spesialis. 
Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 
Tahun 2010 yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa dilarang 
mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan 
Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, 
kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia 
Barang/Jasa sesialis”. Bertentangan pula dengan Kontrak 
Perjanjian Pengadaan Alkes Kabupaten Bulukumba Tahun 
Anngaran 2011 yang menyebutkan sebagai berikut: “Bab II 
kontrak : Syarat-syarat khusus kontrak pada huruf f ke-2 tentang 
kerjasama antara penyedia dan sub penyedia penyedia yang 
menyatakan penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan 
pekerjaan”. Bab II Kontrak : syarat-syarat umum kontrak poin 10 
tentang pengalihan dan/atau subkontrak yang menyatakan : 
- Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh 
kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan 
dalam hal pergantin nama oenyedia, baik sebagai akibat 
peleburan (merger) maupun akibat lainnya. 
- Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama 
yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam kontrak ini. 
- Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan 
kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari 
PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian 
pekerjaan yang disubkontrakkan. 
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan Alkes tersebut telah 
dinyatakan selesai 100% (seratus persen) sesuai kontrak dan 
telah dilakukan pembayaran lunas 100& (seratus persen) sesuai 
nilai kontrak sebelum PPN kepada pihak rekanan yaitu CV 
BORONG JAYA MANDIRI sebesar Rp 13.890.900.000 (tiga 
belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus 
ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 
2293/07 04/BAP-TP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. 
- Bahwa jumlah total biaya pengadaan 28 (dua puluh deapan) 
item/set Alkes yanng dilaksanakan oleh SYAMSUDDIN RAUF 
dan JACQUALINE FLAURENCE MEME sebesar Rp. 
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9.569.133.600 (sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan 
juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atas nilai 
kontrak sebelum PPN sebesar Rp 13.890.900.000 sehingga 
terjadi kemahalan harga (mark-up) sebesar Rp 4.321.776.400 
(empat milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh 










1. Bidan Kit 1.661.940.000 1.284.657.500 377.282.500 
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288.610.000 223.097.000 65.513.000 
19 Pandu Lipat 
backpack, 
Fold Type S, 
Pensi-
Finland 
47.365.000 36.610.000 10.755.000 
20 Sanitasi Kit 299.265.000 231.325.500 67.939.500 
21 Dental Unit, 
Gnatus-
Brazil 
778.660.000 330.000.000 448.660.000 
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28 Cold Chain, 
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- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen yang bertangung jawab sepenuhnya atas 
pelaksanaan kegiatan dan dalam hal keuangansebagaimana 
tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 
4.321.776.400 (empat milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh 
ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah). Atau setidak-
tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LPKKN-511/PW21/5/2014 
tanggal 244 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka 
penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak 
Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan alat 
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Kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun Anggaran 2011. 
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
M E N U N T U T : 
Supaya Hakim/ majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, SKM, M.Kes bin 
SANUSI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-
1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam 
dakwaan alternatif kedua. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, 
SKM, M.Kes bin SANUSI dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap 
ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 
3. Menyatakan barang bukti: 
Digunakan dalam perkara  Hj. DIAN WELLYATI KABIER, M.Si 
dan SYAMSUDDIN RAUF, SE bin RAUF. 
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4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perara sebesar 
Rp. 10.000 
 
4. Amar Putusan 
M E N G A D I L I : 
- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALWI, terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi 
secara bersama-sama”. 
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALWI, 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 
dan 2 (dua) bulan; 
- Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 
(satu) bulan. 
- Menetapkan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 
segenapnya dari pidana yang dijatuhkan. 
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
- Menetapkan barang bukti: 
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam 
perkara Hj. DIAN WELLYATI KABIER, M.Si dan SYAMSUDDIN 
RAUF, SE bin RAUF. 
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar 
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
Terdakwa dihadapkan oleh jaksa penuntut umum dengan 
dakwaan yang berbentuk alternatif. Yakni Dakwaan Pertama yaitu 
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Atau dakwaan alternatif Kedua Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. 
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Adapun bunyi rumusan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu: 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit 
Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).” 
Sedangkan rumusan pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. 
UU No. 20 Tahun 2001 yaitu: 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
Yang dimaksud dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan 
pilihan yang artinya antara dakwaan satu dan yang lainnya bersifat 
saling mengecualikan. Karena disebut dakwaan pilihan, maka yang 
akan penulis uraikan yaitu salah satu dari dakwaan yang paling 
relevan dengan perbuatan terdakwa. Kemudian bila telah 
memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut dan apabila telah 
terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu diuraikan lagi. 
Menurut penulis, perbuatan Terdakwa yang telah membuat 
HPS dan menyerahkannya kepada ULP/Pokja untuk digunakan 
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sebagai pedoman harga dalam proses lelang, dilakukan terdakwa 
karena mempunyai jabatan dan kewenangan dan kesempatan atau 
sarana karena jabatannya atau kedudukannya sebagai PPK pada 
pengadaan alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. 
Maka perbuatan terdakwa erat kaitannya dengan kewenangan 
atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga 
yang relevan atau tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu 
sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua. 
Dakwaan alternatif keduayaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 
jo. UU No. 20 Tahun 2001. Sebelum menjelaskan uraian unsur-
unsur yang terbukti dalam persidangan, terlebih dahulu pembuktian 
dalam persidangan menggunakan alat bukti yang diajukan oleh 
jaksa yaitu berdasarkan Pasal 184 KUHAP maka alat bukti yang 
sah dalam kasus ini meliputi : 
1) Keterangan Saksi-Saksi; 
Keterangan saksi dalam kasus korupsi adalah alat bukti yang 
berupa keterangan dari saksi mengenai  peristiwa tindak pidana 
korupsi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
Dalam kasus ini jaksa mengajukan empat puluh dua orang 
saksi, dan diantaranya ada yang merupakan saksi mahkota 
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yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang 
tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama 
melakukan perbuatan pidana. Antara lain Drg. Hj. Dian Wellyati 
Kabier selaku KPA pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2011 dan Syamsuddin Rauf, SE, selaku 
Direktur CV Borong Jaya Mandiri. 
2) Keterangan Ahli; 
Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki 
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
Dalam perkara ini jaksa mengajukan tiga ahli yaitu Tjipto 
Prasetyo Nugroho, Ak ahli adalah Kepala Keuangan Biro 
Umum dan Keuangan Sekretariat Utama LKPP Jakarta, 
Syamsul, SE. Ahli adalah Auditor Madya pada kantor BPKP 
Sulsel dan Dr. Mukti Eka Rahardian ahli adalah Kasubag 
Anggaran APBN Biro Perencanaan dan Anggaran Kementrian 
Kesehatan Republik Indonesia. 
3) Surat; 
Surat merupakan alat bukti yang sempurna sebab bentuk 
surat tersebut secara resmi ditentukan oleh undang-undang 
yaitu dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat 
atas sumpah jabatan. 
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Dalam perkara ini hakim mengajukan bukti surat keputusan 
pembentukan tim perencana, tim survei, surat tugas Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba. 
4) Petunjuk; 
Petunjuk dapat diperoleh hanya dengan cara mengolah alat 
bukti yang berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan 
Terdakwa melalui kegiatan penyelidikan dan atau olah TKP 
dengan memperhatikan korelasi bukti segitiga antara saksi, 
pelaku, barang bukti. 
Dalam perkara ini jaksa mengajukan barang bukti serta alat 
bukti lain berupa keterangan saksi, ahli dan terdakwa sehingga 
dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan 
dikuatkan dengan barang bukti maka berdasarkan ketentuan 
Pasal 181 jo. 184 ayat (1) dan (2) KUHAP sehingga diperoleh 
petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana 
korupsi. 
5) Keterangan terdakwa; 
Keterangan Tersangka adalah, apa yang terdakwa nyatakan 
dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, 
ketahui dan alami sendiri.  Perlu diperhatikan bahwa penilaian 
keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan 
tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri tidak cukup untuk 
membuktikan kesalahannya. 
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Terdakwa dalam perkara ini yaitu Muhammad Alwi, S.Km, 
M.Kes, terdakwa menjabat sebagai PPK pada pekerjaan 
proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba 2011. 
Dari alat bukti diatas yang diajukan oleh jaksa maka menjadi 
pembuktian dalam persidangan sehingga unsur-unsur yang 
dibuktikan pada perkara ini sebagai berikut: 
1. Setiap orang; 
Setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah 
orang perorangan atau termasuk korporasi sebagai Subjek 
Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan 
tidak ada terungkap alasan-alasan yang dapat menghilangkan 
pertanggungjawaban pidananya. 
Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah 
terdakwa Muhammmad Alwi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, 
dimuka persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu 
bertanggung jawab dan identitasnya telah dicocokkan dengan 
identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum 
ternyata sesuai antara satu dengan lainnya sehingga dalam 
perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) 
yang diajukan kemuka persidangan. Terdakwa juga telah 
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membenarkan identitasnya di depan persidangan sesuai dengan 
surat dakwaan. 
Sehingga dari fakta-fakta tersebut diatas, unsur “setiap orang” 
telah terbukti secara sah menurut hukum. 
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi; 
Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin 
pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam 
melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi.50 
P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau 
menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan 
dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya 
kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi 
secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan 
adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi 
segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan 
tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan 
wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 
                                                 
50 Amiruddin, Op.Cit, hlm 214 
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jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau 
perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau 
korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya 
bertambah.51 
Terdakwa selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan Alkes di 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas 
antara lain mengesahkan HPS berdasarkan hasil survei harga 
alkesyang sebelumnya telah dilakukan. Kenyataannya Tim 
Survei Harga yang dibentuk tidak pernah melakukan survei 
harga alkes. Dalam penetapan HPS Terdakwa juga tidak pernah 
melakukan evaluasi terhadap besaran HPS yang terdakwa 
susun berdasarkan dokumen yang dibuat oleh Dian Wellyati 
Kabier. Hal tersebut kemudian berdampak pada terjadinya 
kemahalan harga dalam kegiatan pengadaan alkes sebesar Rp. 
4.321.776.400 yang diterima sebagai keuntungan dari CV 
Borong Jaya Mandiri selaku perusahaan yang ditunjuk sebagai 
rekanan dalam pekerjaan pengadaan Alkes tersebut dan 
keuntungan dari Jacqualine Flaurence Mumu selaku 
subkontraktor CV Borong Jaya Mandiri untuk pengadaan 8 
item/set Alkes. 
Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi kemahalan harga 
dan mengakibatkan kerugian negara karena PPK tidak 
                                                 
51Ibid 
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menjalankan kewajibannya dalam Penyusunan HPS, sehingga 
orang lain mendapatkan keuntungan karenanya diantaranya : 
Syamsuddin Rauf (CV Borong Jaya Mandiri dan Jacqualine 
Flaurence dan yang lain yang totalnya sebesar Rp. 
4.321.766.400. 
Dengan Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 
Kata “kewenangan” adalah suatu hak yang melekat dan 
dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau 
kedudukan, sedangkan kata “kesempatan” berarti peluang atau 
tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan 
tertentu dan “sarana” berarti sebagai suatu alat, cara atau media 
untuk mencapai maksud dan tujuan. 
Kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan 
pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka 
tugas-tugas Negara atau kepentingan umum. 
Menyalahgunakan kewenangan artinya perbuatan yang 
dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk 
melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan 
pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau 
kebiasaan.Sedangkan menyalahgunakan sarana terjadi apabila 
seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena 
jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan 
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yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi 
kewajibannya.52 
Terdakwa Muhammad Alwi telah ditunjuk dan bertindak 
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembinaan 
Upaya Kesehatan untuk pekerjaan pengadaan alkes di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan 
Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.290/VIII/2011 tanggal 05 
Agustus 2011. 
Tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Pasal 11 
ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
pengadaan barang/jasa pemerintah adalah: 
a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
yang meliputi: 
1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; 
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 
3) rancangan Kontrak. 
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
c. Menandatangani Kontrak; 
d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 
e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak; 
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan 
Barang/Jasa kepada PA/KPA; 
g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 
kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan 
anggaran dan hambatan pelaksanaann pekerjaan kepada 
PA/KPA setiap triwula; dan 
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 
Akan tetapi, ternyata terdakwa selaku PPK dalam menyusun 
HPS tanpa disertai dengan survei harga Alkes di pasaran 
                                                 
52Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia 
Publishing, Malang, hlm 51-52 
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terlebih dahulu, karena tim survei yang dibentuk tidak pernah 
melaksanakan survey, melainkan terdakwa dalam menyusun 
HPS hanya berdasarkan kepada “survey harga perusahaan 
alkes Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dana Tugas 
Pembantuan TA. 2011” yang dibuat oleh Dian Wellyati Kabier 
selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang 
sebelumnya telah diberikan oleh Dian Wellyati Kabier kepada 
terdakwa. 
Terdakwa juga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap 
besaran HPS yang terdakwa susun tersebut maupun klarifikasi 
kepada perusahaan distributor alkes yang ada pada dokumen 
“survey harga perusahaan alkes Program Pembinaan Upaya 
Kesehatan Dana Tugas Pembantuan TA. 2011” yang dibuat oleh 
Dian Wellyati Kabier. 
Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
telah bersesuaian dengan unsur “menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan”, sehingga unsur ini telah 




4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara. 
Kerugian negara dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 
1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu: 
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai 
akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” 
Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya di 
atas, terlihat bahwa uang yang dikeluarkan dari Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba TA 2011 untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan 
Alkes yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan sebesar 
Rp 15.340.095.000 telah dilakukan pembayaran lunas, sesuai 
nilai kontrak sebelum PPN kepada pihak rekanan yaitu CV 
Borong Jaya Mandiri sebesar Rp. 13.890.900.000. Sementara 
jumlah total biaya pengadaan 28 item/set Alkes yang 
dilaksanakan oleh Syamsuddin Rauf dan Jacqualine Flaurence 
Mumu sebesar Rp 9.569.133.600. atas nilai kontrak sebesar Rp 
13.890.900.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 
4.321.776.400yang diterima sebagai keuntungan dari 
Syamsuddin Rauf dan Jacqualine Flaurence Mumu. Dengan 
demikian terdapat adanya selisih antara jumlah uang yang 
dikeluarkan dari DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
dengan biaya riil yang dikeluarkan untuk membeli 28item/set 
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Alkes. Oleh karena DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba TA 2011 bersumber dari APBN yang merupakan 
keuangan negara, maka selisih sebesar Rp. 4.321.776.400  yang 
merupakan kerugian Keuangan Negara sebagaimana 
diterangkan oleh Syamsul, SE ahli dari Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Surat Badan 
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LPKKN-511/PW21/5/2014 
tanggal 24 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka 
penghitungan kerugian keuangan negara. 
Berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa telah melakukan 
perbuatan melaksanakan seluruh anasir atau unsur Tindak Pidana 
Korupsi secara bersama-sama, dengan demikian ketentuan dari 
pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang 
telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001. 
Selanjutnya, mengenai pasal juncto yaitu Pasal 18 UU No. 31 
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001menyangkut pidana 
tambahan,berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang 
diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa serta alat bukti maupun petunjuk tidak satu pun bukti 
yang menerangkan bahwa terdakwa Muhammad Alwi ada 
menerima atau menikmati uang atau harta benda dari kejahatan, 
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maka dengan demikian tidaklah patut kepada terdakwa dikenakan 
uang pengganti. 
Kemudian mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
yang berbunyi sebagai berikut :  
“Dipidana sebagai pembuat “dader” sesuatu perbuatan 
pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan 
dan yang turut serta melakukan” 
Yang dimaksud dengan turut serta melakukan atau bersama-
sama melakukan suatu delik dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama”. Dari rangkaian uarian perbuatan terdakwa 
diatas dihubungkan satu sama lain, terlihat bahwa telah ada 
kehendak bersama diantara Terdakwa dengan Dian Wellyati Kabier 
dalam pekerjaan pengadaan alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba, sehingga terdakwa menetapkan HPS dengan 
mendasarkan kepada dokumen “survey harga perusahaan alkes 
Program pembinaan Upaya Kesehatan Dana Tugas Pembantuan 
TA 2011” yang dibuat oleh Dian Wellyati Kabier. 
Maka dengan uraian di atas, “secara bersama-sama melakukan 
tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini, dalam mana Terdakwa 
dan Dian Wellyati Kabier adalah sebagai pelaku bersama 
(mededader) yang sama peranan yaitu sama-sama didalam niat 
dan mempunyai tujuan yang sama dan akibat perbuatannya 
dikehendaki bersama dalam melakukan tindak pidana 
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tersebut.Dengan demikian unsur sebagaimana dalam Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Dengan demikian, berdasarkan pembahasan penulis di atas 
maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa dengan terpenuhinya 
semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 
pada dakwaan allternatif Kedua, maka terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. 
Penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan olehMajelis 
Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama. 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam 
Jabatan pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS. 
1. Pertimbangan Hakim 
Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-
pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam 
mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 
34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum 
tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya; 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative pertama yaitu : 
pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau 
dakwaan alternative kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum 
bersifat alternatif, maka majelis berwenang mempertimbangkan 
kepada pasal dakwaan yang paling relevan, dalam hal ini majelis 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, ditemukan fakta-fakta 
hukum yang terungkap dipersidangan, antara lain: 
Bahwa terdakwa Muhammad Alwi menjabat sebagai Pejabat 
Pembuat Komitmen program Pembinaan Upaya Kesehatan (Dana 
Tugas Pembantuan) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
tahun anggaran 2011 untuk pekerjaan pengadaan alkes di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kepputusan 
Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.290/VIII/2011 tanggal 5 agustus 
2011 dengan tugas melaksanakan rencana kerja yang telah 
ditetapkan didalam DIPA, membuat Keputusan-keputusan dan/atau 
mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya 
pengeluaran uang dan atau tagihan atas beban APBN tugas 
pembantuan, keputusan-keputusan dan/atau tindakan tersebut 
berupa: 
a. Keputusan Kepegawaian (Penunjukan Panitia Pengadaan 
Barang/Jasa, Panitia pemeriksa/penerima barang/jasa, petugas 
SAI, SIMAK dan Staf Pengelola Kegiatan Tugas Pembantuan 
sesuai kebutuhan); 
b. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang 
terkait dengan substansi pokok danfungsi; 
c. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang 
terkait dengan pengadaan barang/jasa (kontrak jual beli, surat 
perintah kerja, dll); 
d. Menandatangani kontrak/keputusan, dan bertanggung jawab 
atas kebenaran material atau akibat dari kontrak/keputusan 
tersebut. 
Bahwa terdakwa selaku PPK dalam menyusun Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS) tanpa disertai dengan survei harga Alkes di pasaran 
terlebih dahulu, namun terdakwa dalam menyusun HPS hanya 
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berdasarkan kepada dokumen “survey harga perusahaan alkes 
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dana Tugas Pembantuan 
TA. 2011” yang dibuat oleh Dian Wellyati Kabier selaku Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang sebelumnya telah 
diberikan oleh Dian Wellyati Kabier kepada terdakwa, yang mana 
Dian Wellyati Kabier selaku KPA mengatakan kepada terdakwa 
“buat cepat HPS dan ikuti saja itu dokumen harga yang saya 
serahkan karena sudah diminta, setelah (ULP) sudah mau lelang”. 
Bahwa Terdakwa selaku PPK pada tanggal 15 Agustus 2011 
menyerahkan HPS proyek pengadaan Alkes Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba tahun Anggaran 2011 kepada Kuraisy 
selaku Sekretaris Pokja 3 ULP, namun pada saat itu Pokja 2 ULP 
mengembalikan HPS tersebut kepada terdakwa karena didalam 
HPS tersebut mencantumkan nama produk dan merk. Selanjutnya 
pada tanggal 18 Agustus 2011 terdakwa memperbaiki HPS yang 
telah terdakwa susun tersebut dengan mencantumkan 28 (dua 
puluh delapan) item/set Alkes tanpa mencantumkan merk. 
Bahwa HPS yang disusun oleh terdakwa selaku PPK tersebut 
kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penawaran dalam 
proses lelan pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2011. 
Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Alwi yang 
telah membuat HPS dan menyerahkannya kepada ULP/Pokja 
untuk digunakan sebagai pedoman harga dalam proses lelang, 
menurut hemat majelis dilakukan terdakwa karena terdakwa 
mempunyai jabatan dan kewenangan dan kesempatan atau sarana 
karena jabatannya atau kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen pada pengadaan alkes program pembantuan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2011. 
Maka perbuatan Terdakwa Muhammad Alwi dalam perkara a 
quo sangat erat berkaitan dengan kewenangan atau kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya 
selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga tidak tepat apabila 
terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan sebagai perbuatan 
melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 
Ayat (1) undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dakwaan yang 
relevan didakwakan dan dibuktikan adalah sebagaimana didakwa 
dalam dakwaan alternative kedua. 
Menimbang, bahwa dakwaan alternative kedua pasal 3 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah dengan Undaang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 
yang selengkapnya berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuann 
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menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian Negara sebagai yang 
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. 
Menimbang bahwa pasal tersebut mengandung unsur-unsurnya 
meliputi sebagai berikut: 
1. Setiap Orang; 
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau rang lain atau 
suatu korporasi; 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara; 
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh mmelakukan 
ataupun turut serta melakukan pebuatan; 
 
Ad. 1. Unsur Setiap Orang. 
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” 
menurut ketentuan pasal 1 angka 3 undang-undang No. 31 Tahun 
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001 adalah perseorangan atau termasuk korporasi. 
Bahwa dalam rumusann delik pengertian orang sebagai pelaku 
tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki 
(persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku 
dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan 
kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada 
orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. 
Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek 
hukum adalah terdakwa Muhammmad Alwi selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen, dimuka persidangan menunjukkan sehat 
mentalnya dan mampu bertanggung jawab dan identitasnya telah 
dicocokkan dengan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan 
Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya 
sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in 
persona) yang diajukan kemuka persidangan. 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa 
Muhammad Alwi menjabat sebagai Pejabat pembuat Komitmen 
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 
Kpts.290/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011. 
Bahwa Terdakwa Muhammad Alwi di depan persidangan telah 
membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan. 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, unsur 
“barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum. 
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Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi; 
 
Bahwa menurut R. Wiyono, SH., yang dimaksud dengan 
“menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan 
untung, yaitu pendapatan yanng diperoleh lebih besar dari pada 
pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan 
yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur 
“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ 
adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang 
tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 3 ini, unsur 
“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” 
tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. 
Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dikaitkan 
dengan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan 
terdakwa maupun barang bukti yang terungkap di depan 
persidangan yang berhubungan satu sama lain diperoleh adanya 
fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Muhammad Alwi menjabat sebagai Pejabat 
Pembuat Komitmen program Pembinaan Upaya Kesehatan (Dana 
Tugas Pembantuan) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
tahun anggaran 2011 untuk pekerjaan pengadaan alkes di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kepputusan 
Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.290/VIII/2011 tanggal 5 agustus 
2011 dengan tugas melaksanakan rencana kerja yang telah 
ditetapkan didalam DIPA, membuat Keputusan-keputusan dan/atau 
mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya 
pengeluaran uang dan atau tagihan atas beban APBN tugas 
pembantuan, keputusan-keputusan dan/atau tindakan. 
Bahwa terdakwa selaku PPK dalam menyusun Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS) tanpa disertai dengan survei harga Alkes di pasaran 
terlebih dahulu, namun terdakwa dalam menyusun HPS hanya 
berdasarkan kepada dokumen “survey harga perusahaan alkes 
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dana Tugas Pembantuan 
TA. 2011” yang dibuat oleh Dian Wellyati Kabier selaku Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang sebelumnya telah 
diberikan oleh Dian Wellyati Kabier kepada terdakwa. 
Bahwa Terdakwa selaku PPK pada tanggal 15 Agustus 2011 
menyerahkan HPS proyek pengadaan Alkes Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba tahun Anggaran 2011 kepada Kuraisy 
selaku Sekretaris Pokja 3 ULP, namun pada saat itu Pokja 2 ULP 
mengembalikan HPS tersebut kepada terdakwa karena didalam 
HPS tersebut mencantumkan nama produk dan merk. Selanjutnya 
pada tanggal 18 Agustus 2011 terdakwa memperbaiki HPS yang 
100 
telah terdakwa susun tersebut dengan mencantumkan 28 (dua 
puluh delapan) item/set Alkes tanpa mencantumkan merk. 
Bahwa HPS yang disusun oleh terdakwa selaku PPK tersebut 
kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penawaran dalam 
proses lelang pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2011. 
Bahwa nilai kontrak sebelum PPN kepada pihak rekanan yaitu 
CV Borong Jaya Mandiri sebesar Rp. 13.890.900.000 (tiga belas 
milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) 
sementara biaya pengadaan yang dikeluarkan rekanan untuk 
pengadaan 28 alat kesehatan tersebut hanya sebesar Rp 
9.569.133.600 (sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan 
juta seratus tiga puluh tiga enam ratus rupiah) sehingga ada sisa 
anggaran yang menjadi selisih antara nilai kontrak dengan biaya 
pembelian yaitu sebesar Rp. 4.321.766.400 (empat milyar tiga ratus 
dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus 
rupiah). 
Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah 
dihubungkan satu sama lain, terlihat bahwa Terdakwa selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembinaan Upaya 
Kesehatan (Dana Tugas Pembantuan) pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2011 untuk pekerjaan 
pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
mempunyai tugas antara lain mengesahkan Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS) berdasarkan hasil survei harga alat kesehatan 
(alkes) yang sebelumnya telah dilakukan kenyataannya Tim Survei 
Harga yang dibentuk tidak pernah melakukan survei harga alkes. 
Dalam penetapan HPS Terdakwa juga tidak pernah melakukan 
evaluasi terhadap besaran HPS yang terdakwa susun berdasarkan 
dokumen yang dibuat oleh DIAN WELLYATI KABIER selaku 
Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut 
kemudian berdampak pada terjadinya kemahalan harga dalam 
kegiatan pengadaan alkes sebesar Rp. 4.321.776.400 (empat 
milyar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu 
empat ratus rupiah) yang diterima sebagai keuntungan dari CV 
Borong Jaya Mandiri selaku perusahaan yang ditunjuk sebagai 
rekanan dalam pekerjaan pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2011 ddan keuntungan 
dari JACQUALINE FLAURENCE MUMU selaku subkontraktor CV 
Borong Jaya Mandiri untuk pengadaan 8 (delapan) item/set Alkes 
yang dibuatkan perjanjian tertulis pada Tahun 2012 dalam 
dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tanggal 05 januari 
2012 antara Syamsuddin Rauf selaku Direktur CV Borong Jaya 
Mandiri dengan subkontraktor CV Borong Jaya Mandiri yaitu 
Jacqualine Flaurence Mumu. 
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Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi kemahalan harga 
dan mengakibatkan kerugian negara karen PPK tidak menjalankan 
kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan pasal 66 ayat 
(7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan 
Jasa yang menyatakan Penyusunan HPS didasarkan pada data 
harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei 
menjelang dilaksanakannya sehingga orang lain mendapatkan 
keuntungan karenanya diantaranya : Syamsuddin Rauf (CV Borong 
Jaya Mandiri dan Jacqualine Flaurence dan yang lain yang totalnya 
sebesar Rp. 4.321.766.400 (empat milyar tiga ratus dua puluh juta 
tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah). 
Dengan Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
 
Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “kewenangan” 
adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam 
hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata 
“kesempatan” berarti peluang atau tersedianya waktu yang cukup 
untuk melakukan perbuatan tertentu dan “sarana” berarti sebagai 
suatu alat, cara atau media untuk mencapai maksud dan tujuan. 
Menimbang, bahwa kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu 
lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan 
dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum. 
Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana korupsi dalam delik 
pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 yaitu : 
a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan 
cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada karena jabatan atau kedudukannya”. 
b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau 
perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi 
dengan cara “menyalahgunakan kesempatan sarana yang ada 
karena kedudukannya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa 
diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 
Bahwa Terdakwa Muhammad Alwi menjabat sebagai Pejabat 
Pembuat Komitmen program Pembinaan Upaya Kesehatan (Dana 
Tugas Pembantuan) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
tahun anggaran 2011 untuk pekerjaan pengadaan Alkes di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan 
Bupati Bulukumba Nomor: Kpts.290/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 
2011 dengan tugas melaksanakan rencana kerja yang telah 
ditetapkan didalam DIPA, membuat Keputusan-keputusan dan/atau 
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mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya 
pengeluaran uang dan atau tagihan atas beban APBN tugas 
pembantuan, keputusan-keputusan dan/atau tindakan. 
Bahwa Tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Pasal 
11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
pengadaan barang/jasa pemerintah adalah: 
a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
yang meliputi: 
1) Spesifikkasi teknis Barang/Jasa; 
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 
3) rancangan Kontrak. 
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
c. Menandatangani Kontrak; 
d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 
e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak; 
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa 
kepada PA/KPA; 
g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada 
PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan 
anggaran dan hambatan pelaksanaann pekerjaan kepada 
PA/KPA setiap triwula; dan 
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 
Bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, da 
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini, 
baik dari keterangan saksoi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, 
serta barang bukti maka diperoleh fakta hukumm Bahhwa pada 
tahun anggaran 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
melaksanakan pekerjaan pengadaan Alkes yang dibiayai melallui 
Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 15.340.095.000 (lima belas 
milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah). 
Bahwa terdakwa H. MUHAMMAD ALWI, SKM, M.Kes telah 
ditunjuk dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Program Pembinaan Upaya Kesehatan (dana TugasPembantuan) 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 
2011 untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan 
Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.290/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 
2011. 
Bahwa terdakwa selaku PPK dalam menyusun Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS) tanpa disertai dengan survei harga Alkes di pasaran 
terlebih dahulu, karena tim survei yang dibentuk tidak pernah 
melaksanakan survey, melainkan terdakwa dalam menyusun HPS 
hanya berdasarkan kepada “survey harga perusahaan alkes 
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dana Tugas Pembantuan 
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TA. 2011” yang dibuat oleh Dian Wellyati Kabier selaku Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang sebelumnya telah 
diberikan oleh Dian Wellyati Kabier kepada terdakwa melalui 
Roswita. 
Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melakukan evaluasi 
terhadap besaran HPS yang terdakwa susun tersebut maupun 
klarifikasi kepada perusahaan distributor alkes yang ada pada 
dokumen “survey harga perusahaan alkes Program Pembinaan 
Upaya Kesehatan Dana Tugas Pembantuan TA. 2011” yang dibuat 
oleh Dian Wellyati Kabier. 
Bahwa Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 28 (dua puluh delapan) item/set 
Alkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 
yang dibuat oleh terdakwa selaku PPK dan disahkan oleh Dian 
Wellyati Kabier selaku KPA tidak seluruhnya dilengkapi dengan 
bukti hasil konfirmasi harga pasaran dari pabrikan/distributor Alkes 
sesuai dengan spesifikasi, namun penyusunan RAB untuk 
pengadaan 28 (dua puluh delapan) item/set Alkes yang tertuang 
pada dokumen HPS tersebut data harganya hanya mengacu pada 
harga pasaran yang dikeluarkan oleh 1 (satu) distributor/agen Alkes 
yakni PT KHARISMA UTAMA saja, padahal 28 (dua puluh delapan) 
item/set Alkes tersebut diageni oleh 7 (tujuh) distributor yang 
berbeda sesuai dengan spesifikasinya. Terdakwa dalam menyusun 
HPS tidak memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang 
dianggap wajar, karena terdakwa selaku PPK dalam menyusun 
HPS tidak memperhitungkan keuntungan wajar bagi penyedia yaitu 
maksimal 15% (lima belas persen). Penyusunan RAB yang 
dituangkan pada dokumen HPS hanya mengutip dokumen “survey 
harga perusahaan alkes Program Pembinaan Upaya Kesehatan 
Dana Tugas Pembantuan TA. 2011” yang dibuat oleh Dian Wellyati 
Kabier selaku KPA dengan dibantu oleh stafnya (Nurhidayah dam 
Dahriani) sewaktu penyusunan RKA/KL dan dokumen survei harga 
Alkes, tanpa melakukan klarifikasi langsung mengenai data harga 
28 (dua puluh delapan) item/set Alkes kepada distributor Alkes 
pneerbit data tersebut untuk mengetahui kebenarannya serta dalam 
penyusunan HPS terdakwa selaku PPK tidak dilakukan kalkulasi 
data secara keahlian berdasarkan pada data yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Tim survei yang telah dibentuk dalam 
pengadaan alkes juga tidak pernah melakukan survei harga 
pasaran alkes melainkan hanya pergi ke RSUD Jeneponto untuk 
mencari data alkes dengan pertimbangan RSUD Jeneponto 
sebelumnya pernah melakukan pengadaan alkes. 
Bahwa HPS yang disusun oleh terdakwa selaku PPK tersebut 
kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penawaran dalam 
proses lelang pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan dokumen 
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pelelangan yang dipertanggungjawabkan oleh Unit layanan 
Pengadaan (ULP) menyatakan bahwa penetapan CV Borong Jaya 
mandiri sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alkes tersebut 
telah dilakukan melalui pelelangan umum secara paska kualifikasi 
dengan metode satu sampul dan evaluasi sitem gugur. 
Pelaksanaan pelekangan pengadaan Alkes pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba Tahun anggaran 2011 diikuti oleh 9 
(sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran. Hasilnya 3 
(tiga) perusahaan dinyatakan lulus evaluasi administrasi teknis 
dengan nilai penawaran seluruhnya berada di bawah HPS sebesar 
Rp. 15.314.095.000 sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan 
Pengadaan Alkes nomor : 118/P.3/ULP-BLK/IX/2011 tanggal 06 
september 2011. Berdasarkan usulan dari Tim Pokja 3 ULP 
menetapkan CV Borong Jaya Mandiri sebagai calon pemenang 
pertama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 15.279.990.000 dan 
PT Medi Farma Sakti sebagai calon pemenang kedua dengan nilai 
penawaran sebesar Rp. 15.285.380.000 serta CV Dwi Tunggal 
sebagai calon pemenang ketiga dengan nilai penawaran sebesar 
Rp. 15.290.770.000 sesuai Lampiran Surat Kepala ULP Kabupaten 
Bulukumba Nomor : 250/ULP-BLK/IX/2011 tanggal 07 September 
2011 perihal Penetapan Pemenang Lelang. Selanjutnya dibuatkan 
Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Alkes Dana Tugas Pembantuan 
Tahun Anggaran 2011 antara PPK dengan Direktur CV Borong 
Jaya Mandiri sebagai rekanan pemenang lelang dengan diketahui 
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan 
kontrak nomor : 1199/07.04/TP.BK/IX/2011 tanggal 19 September 
2011 senilai Rp. 15.279.900.000 dengan masa pelaksanaan 
pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 
20 September 2011 sampai dengan 19 Desember 2011 sesuai 
dengan Surat Pesanan Nomor : 1200/07.04/TP-BK/IX/2011 tanggal 
20 September 2011. Berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan 
pengadaan Alkes sebanyak 28 item/set tersebut dilaksanakan oleh 
CV Borong Jaya Mandiri sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak 
Nomor :119/07.04/TP-BK/IX/2011 tanggal 19 september 2011 yang 
ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan SYAMSUDDIN 
RAUF selaku direktur CV Borong Jaya Mandiri serta diketahui oleh 
Dian Wellyati Kabier selaku KPA.  
Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan 28 (dua puluh 
delapan) item/set Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
tanpa PPN senilai Rp 13.890.900.000 (tiga belas milyar delapan 
ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) CV Borong 
Jaya Mandiri hanya membeli 20 (dua puluh) item/set Alkes dari PT 
KHARISMA UTAMA dengan nilai sebelum PPN seharga Rp 
8.440.983.600 (delapan milyar empat ratus empat puluh juta 
sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) 
berdasarkan surat Perjanjian Jual Beli antara SYAMSUDDIN RAUF 
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Dan Marketting Manager PT KHARISMA UTAMA Nomor MEC-
1208/KU/IX/2011 tnaggal 26 September 2011. Sisanya sebanyak 8 
(delapan) item/set Alkes pengadaannya dilaksanakan oleh 
Jacqualine Flaurence Mumu selaku subkontraktor CV Borong Jaya 
Mandiri dengan membeli dari Distributor PT GRAHA ISMAYA 
dengan harga senilai Rp. 1.128.150.000 (satu milyar seratus dua 
puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah). 
Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan 28 (dua puluh 
delapan) item/set Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2011 tersebut Syamsuddin Rauf selaku Direktur CV Borong 
Jaya Mandiri mengalihkan sebagian tanggung jawabnya keapda 
Jacqualine Flaurence Mumu untuk pengadaan 8 (delapan) item/set 
Alkes dengan nilai kontrak Rp 2.714.728.500 (dua milyar tujuh ratus 
empat belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus 
rupiah) yang baru dibuatkan perjanjian tertulis pada Tahun 2012 
dalam dokumen Akta Perjanjian Kerja Kerjasama Nomor 01 tanggal 
05 Januari 2012 antara Syamsuddin Rauf selaku Direktur CV 
Borong Jaya Mandiri dengan subkontraktor CV Borong Jaya 
Mandiri yaitu Jacqualine Flaurence Mumu yang bukan merupakkan 
penyedia barang/jasa spesialis. 
Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan Alkes tersebut telah 
dinyatakan selesai 100% (seratus persen) sesuai kontrak dan telah 
dilakukan pembayaran lunas 100& (seratus persen) sesuai nilai 
kontrak sebelum PPN kepada pihak rekanan yaitu CV BORONG 
JAYA MANDIRI sebesar Rp 13.890.900.000 (tiga belas milyar 
delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) 
sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 2293/07 04/BAP-
TP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. 
Bahwa jumlah total biaya pengadaan 28 (dua puluh deapan) 
item/set Alkes yanng dilaksanakan oleh SYAMSUDDIN RAUF dan 
JACQUALINE FLAURENCE MEME sebesar Rp. 9.569.133.600 
(sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga 
puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atas nilai kontrak sebelum PPN 
sebesar Rp 13.890.900.000 sehingga terjadi kemahalan harga 
(mark-up) sebesar Rp 4.321.776.400 (empat milyar tiga ratus dua 
puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus 
rupiah) yang diterima sebagai keuntungan dari Syamsuddin Rauf 
dan Jacqualine Flaurence Mumu. 
Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Program Pembinaan Upaya kesehatan (Dana Tugas Pembantuan) 
pada Dinas kesehatan kabupaten Bulukumba TA 2011 untuk 
pekerjaan pengadaan alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba dalam melaksanakan tugasnya menetapkan HPS tidak 
pernah melakukan survei dan tidak ppernah melakukan evaluasi 
terhadap besaran HPS yang terdakwa susun tersebut maupun 
melakukan klarifikasi kepada perusahaan distributor alkes yang ada 
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pada dokumen “Survey harga perusahaan alkes Program 
Pembinaan Upaya Kesehatan Dana Tugas PembantuanTA 2011” 
yang dibuat oleh Diaan Wellyati Kabier, melainkan terdakwa dalam 
menyusun HPS hanya berdasarkan dokumen tersebut. 
Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah 
bersesuaian dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan”. 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
 
Ad.4. Unsur “sebagai orang yang melakukan yang menyuruh 
melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan” : 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan 
mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang 
berbunyi sebagai berikut: “Dipidana sebagai pembuat “dader” 
sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” 
adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang 
dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan 
sendiri perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang 
undang undang. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta 
melakukan atau bersama-sama melakukan suatu delik dilakukan 
oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”. 
Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat 
bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut” “suatu syarat 
mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsyafan 
bekerjasama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. 
Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus 
mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara 
itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah 
diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara 
mereka tidak lama sebelum pelaksanaan peanggaran pidana itu, 
telah cukup bagi adanya keinsyafan kerjasama (vide: Dr. Leden 
Marpaung, S.H. Asas-teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. 
Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81). 
Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas 
dihubungkan satu sama lain terlihat bahwa telah ada kehendak 
bersama diantara Terdakwa dengan Dian Wellyati Kabier selaku 
KPA dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulukumba Program Pembinaan Upaya 
Kesehatan (Dana Tugas Pembantuan) TA 2011, sehingga 
terdakwa menetapkan HPS dengan mendasarkan kepada dokumen 
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“survey harga perusahaan alkes Program pembinaan Upaya 
Kesehatan Dana Tugas Pembantuan TA 2011” yang dibuat oleh 
Dian Wellyati Kabier. 
Maka dengan uraian pertimbanga di atas, “secara bersama-
sama melakukan tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini, 
dalam mana Terdakwa dan saksi Dian Wellyati Kabier adalah 
sebagai pelaku bersama (mededader) yang sama peranan yaitu 
sama-sama didalam niat dan mempunyai tujuan yang sama dan 
akibat perbuatannya dikehendaki bersama dalam melakukan tindak 
pidana tersebut. 
Dengan demikian unsur sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
 
Ad. 5 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara. 
 
Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang 
No. 20 Tahun 2001, yang dipertegas pula dalam Pasal 3, 
menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa 
tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak 
pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan 
yang dapat yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya 
akibat. Sedangkan pengertian “merugikan keuangan negara” itu 
sendiri, menurut R. Wiyono, S.H. dalam bukunya pembahasan 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit 
Sinar Grafika, Halaman 32, menyatakan bahwa “yang dimaksud 
dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau 
menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan unsur 
merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi 
ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”. 
Dengan demikian dari rumusan tersebut maka merugikan 
keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau 
berkurangnya keuangan negara dan kerugian negara tidaklah 
mutlak/harus telah terjadi. Namun juga dapat dikenakan terhadap 
kerugian negara yanng belum terjadi tetapi perbuatan melawan 
hukum yanng dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat 
menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. 
Berdasarkan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 
tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah 
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan 
atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian 
kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul 
karena: 
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a. seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan 
atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian 
kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul 
karena: 
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat 
pusat maupun di daerah. Berada dalam penguasaan, 
pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang 
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan 
negara. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian 
negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha 
masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan 
pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan 
kepada seluruh kehidupan masyarakat. 
Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan 
sebelumnya di atas, terlihat bahwa uang yang dikeluarkan dari 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulukumba TA 2011 Nomor : 1323/024-04.4.01/23/2011 
tanggl 20 Desember 2010 untuk pelaksanaan pekerjaan 
pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang dibiayai melalui Dana 
Tugas Pembantuann sebesar Rp 15.340.095.000 (lima belas milyar 
tiga ratus empat puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah) telah 
dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) sesuai nilai 
kontrak sebelum PPN kepada pihak rekanan yaitu CV BORONG 
JAYA MANDIRI sebesar Rp. 13.890.900.00 (tiga  belas milyar 
delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) 
sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 2293/07 04/BAP-
TP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. Sementara jumlah total 
biaya pengadaan 28 (dua puluh delapan) item/set Alkes yang 
dilaksanakan oleh SYAMSUDDIN RAUF dan JACQUALINE 
FLAURENCE MUMU sebesar Rp 9.569.133.600 (sembilan milyar 
lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu 
enam ratus rupiah) atas nilai kontrak sebesar Rp 13.890.900.000 
sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.321.776.400 (empat milyar 
tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu 
empat ratus rupiah) yang diterima sebagai keuntungan dari 
SYAMSUDDIN RAUF dan JACQUALINE FLAURENCE MUMU. 
Dengan demikian terdapat adanya selisih antara jummlah uang 
yang dikeluarkan dari DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulukumba Tahun Anggaran 2011 dengan biaya riil yang 
dikeluarkan untuk membeli 28 (dua puluh delapan) item/set Alkes. 
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Oleh karena DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba TA 
2011 bersumber dari APBN yang merupakan keuangan negara, 
maka selisih sebesar Rp. 4.321.776.400 (empat milyar tiga ratus 
dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus 
rupiah) yang merupakan kerugian Keuangan Negara sebagaimana 
diterangkan oleh SYAMSUL, SE ahli dari Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Surat Badan 
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LPKKN-511/PW21/5/2014 
tanggal 24 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka 
penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak 
Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Alat 
Kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
TA 2011. 
Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa telah 
melakukan perbuatan melaksanakan seluruh anasir atau unsur 
Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, dengan demikian 
ketentuan dari pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 
tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa, Majelis 
Hakim berpendapat, bahwa karena nota Pembelaan Penasihat 
Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasala dari 
Dakwaan penuntut Umum, in casu telah dipertimbangkan oleh 
Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya 
memiliki kesimpulan yang berbeda dengan Nota Pembelaan 
tersebut. Dengan demikian maka Nota Pembelaan Terdakwa 
dikesampingkan; 
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan allternatif 
Kedua, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua yang 
kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan; 
Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
pembayaran uang pengganti. 
Bahwa mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) 
undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut: 
1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan 
adalah: 
- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang 
tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk 
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yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 
perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi 
dilakukan, begitu pun harga dari barang yang 
menggantikan barang tersebut; 
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi. 
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 
(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya 
dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 
pengganti tersebut. 
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 
mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana 
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari 
pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan 
dalam putusan pengadilan. 
Bahwa dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana 
tambahan berupa pembayaran uaang pengganti dikenakan 
kepada Terdakwa sesuai dengan harta benda yang diperoleh 
dari tindak pidana yang dilakukan. 
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terungkap 
dipersidangan, tidak satupun bukti yang menerangkan terdakwa 
Muhammad Alwi ada menerima atau menikmati uang yang berasal 
dari kejahatan, maka dengan demikian tidaklah patut kepada 
terdakwa dikenakan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan tersebut di atas. 
Menimbang, bahwa tentang pidana denda, dalam ketentuan 
Pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Majelis Hakim 
Terdakwa patut dijtuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana 
ditetapkan dalam amar putusan ini. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini masih 
menjalani tahanan rumah tahanan negara, maka tahanan yang 
telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan segenapnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa saat ini terdakwa masih berada dalam 
tahanan, maka patutlah diperintahkan agar terdakwa tetap berada 
dalam tahanan. 
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Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan 
kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: 
- Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak 
pidana bukan hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah 
dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik 
supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan 
edukatif), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang 
semacam itu (tujuan preventif); 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut : 
Hal-Hal yang memberatkan: 
 Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang 
serius melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 
 Tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Makassar saat ini grafiknya relatif 
tinggi; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan 
keterangan; 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, hemat Majelis 
Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan 
setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa; 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana 
tersebut diatas, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan; 
Menimbang, karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus 
pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan 
disebutkan dalam amar putusan; 
Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 Undang-
Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 22, 




2. Analisis Penulis 
Dari pertimbangan hakim yang dipaparkan di atas, yang dapat 
penulis jelaskan adalah bahwa pertimbangan hakim bermula dari 
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menentukan pasal yang mana berdasarkan dakwaan yang 
berbentuk alternative yang paling relevan. Maka hakim 
mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa erat kaitannya 
dengan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen, sehingga yang tepat diterapkan sebagai 
dakwaan yang relevan didakwakan dan dibuktikan adalah 
sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 
3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 
2001.  
Dari proses persidangan yang dilakukan maka hakim 
menemukan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan 
kedua yaitu terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai 
PPK dalam membuat HPS yang berakibat merugikan keuangan 
negara dan menguntungkan orang lain dan suatu korporasi. Karena 
seluruh unsur dakwaan telah tebukti, maka jelas bahwa perbuatan 
yang didakwakan memenuhi rumusan delik korupsi. 
Kemudian pertimbangan hakim mengenai konteks penyertaan 
(deelneming) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu perbuatan 
terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang 
yang turut serta melakukan perbuatan itu. Dimana pihak-pihak yang 
terlibatsama peranan yaitu sama-sama didalam niat dan 
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mempunyai tujuan yang sama dan akibat perbuatannya 
dikehendaki bersama dalam melakukan tindak pidana tersebut. 
Hakim juga mempertimbangkan mengenai uang pengganti, 
kendatipun terdakwa mempunyai peranan dalam terjadinya 
kerugian negara namun tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah 
memperoleh uang atau harta apalagi menikmatinya, maka hakim 
berpendapat bahwa tidaklah patut apabila terdakwa dibebani untuk 
mengganti kerugian negara tersebut. 
Dari kesempatan penulis mewawancarai hakim ketua majelis 
yang memutus perkara ini yaitu Bapak Bonar Harianja SH, MH. 
mengungkapkan bahwa Majelis Hakim memiliki pendapat yang 
sama dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa. Kemudian 
yang mendasari hakim dalam menjatuhkan suatu putusan 
pemidanaan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek 
non yuridis. Aspek yuridis yaitu Hakim dalam memutus perkara 
pada putusan ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, 
dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang terungkap di 
depan persidangan. Selain itu, Hakim juga menggunakan 
pertimbangan non yuridis, yaitu keadaan diri terdakwa yakni 
menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan memperhatikan hal-
hal yang memberatkan dan meringankan yang terlihat dari diri 
terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pemidanaan yang layak. Juga karena tidak ditemukan alasan 
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pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, 
maka majelis hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman. 
Berdasarkan pasal 183 KUHAP, dalam menjatuhkan pidana, 
putusan hakim didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah kemudian dari alat bukti tersebut hakim memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar 
terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. 
Maka dari uraian di atas, karena terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Majelis 
hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan 
dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Maka menurut penulis, 
proses pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor34/Pid.Sus-
TPK/2015/PN MKS yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara 
putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS telah sesuaikarena 
perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak 
pidana pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan 
atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. 
UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak 
terbukti memperoleh uang atau harta benda dari hasil korupsi. 
Kemudian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tepat diterapkan pada 
perkara ini karena terwujudnya tindak pidana disebabkan 
perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan 
pada Perkara Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS 
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telah sesuai karena hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan 
terdakwa merupakan menyalahgunakan wewenangnya sebagai 
Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan 
Sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuannya, sehingga 
berakibat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang 
lain dan suatu korporasi. Dalam menjatuhkan pemidanaan hakim 
juga mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis. 
Aspek yuridis yaitu berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan. Aspek non yuridis, yaitu hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. Maka hakim 
menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 
bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 subsidair pidana 
kurungan selama 1 bulan. 
B. Saran 
1. Aparat penegak hukum perlu menguasai ilmu hukum lebih baik lagi 
pada perkara tindak pidana korupsiagar dalam menangani kasus 
korupsi dapatmenerapkan ketentuan hukum pidana dengan baik, 
sehingga perilaku koruptif dapat diatasi. Selain itu penegak hukum 
harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi 
khususnya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. 
2. Diharapkan pelaku Tindak Pidana Korupsi seharusnya diberikan 
Hukuman yang lebihberat lagi, karena Tindak Pidana Korupsi 
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merupakan kejahatan kemanusiaan dan merupakan extraordinary 
crime/kejahatan luar biasa sehingga diperlukan pula penanganan 
yang luar biasa/extra ordinary measuresagar menimbulkan efek 
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